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Nur Alifatus Maulidiyah (D93217066), 2021, Analisis Kualitas Pegawai Front 
Office Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kantor 
Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto. Dosen Pembimbing I Dr. Lilik 
Huriyah, M.Pd.I dan Dosen Pembimbing II Nur Fitriatin, S.Ag, M.Ed, Ph.D 
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kurang berkualitasnya pelayanan yang 
dilakukan pemerintah, sehingga berbagai upaya dilakukan untuk memperbaiki 
pelayanan. Salah satunya dilakukan dengan cara mendirikan Pelayanan Terpadu 
Satu Pintu, yang diharapkan dapat memperpendek proses pelayanan, mewujudkan 
proses pelayanan yang cepat, mudah, murah, transparan, pasti dan terjangkau serta 
memberikan pelayanan yang lebih luas kepada masyarakat. Penelitian ini bertujuan 
untuk menganalisis dan mendeskripsikan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu 
pintu, untuk menganalisis dan mendeskripsikan kualitas pegawai front office, dan 
untuk menganalisis dan mendeskripsikan faktor-faktor yang mempengaruhi 
kualitas pelayanan pegawai front office di Kantor Kementerian Agama Kabupaten 
Mojokerto. 
Pendekatan penelitian ini adalah kualitatif jenis penelitian deskriptif, 
menggunakan teknik pengambilan data penelitian metode wawancara, observasi 
dan dokumentasi. Proses analisis data dengan menggunakan reduksi data, penyajian 
data, dan penarikan kesimpulan. Adapun keabsahan data penulis menggunakan 
triangulasi sumber data dan triangulasi metode. 
Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa (1) Kantor 
Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto memberikan pelayanan yang cepat, 
transparan serta no pungli. (2) Pegawai front office mampu memberikan kemudahan 
pelayanan, memberikan respon yang baik, memberikan jaminan ketepatan waktu, 
yang didukung dengan sarana prasarana yang cukup memadai. (3) Keberhasilan 
memberikan pelayanan tidak lepas dari faktor yang mempengaruhi kualitas 
pelayanan itu sendiri diantaranya, sumber daya manusia yang handal, kerja sama 




Kata Kunci: Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kualitas Pelayanan, Front Office, 
PTSP.   
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A. Latar Belakang Penelitian 
Pelayanan publik merupakan kewajiban pemerintah dalam 
memenuhi hak setiap warganya. Hal tersebut telah tertuang dalam Undang-
Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik pasal 1 ayat (1). 
Tujuan utama pelayanan yaitu untuk mencapai kepuasan masyarakat. 
Kepuasan bisa terwujud apabila pelayanan yang diberikan sesuai dengan 
yang diharapkan masyarakat dan standar pelayanan yang telah ditetapkan.1 
Tujuan dibentuknya standar pelayanan yaitu untuk memberi kepastian, 
meningkatkan kualitas, dan kinerja pelayanan sesuai dengan kebutuhan 
masyarakat sehingga mendapatkan kepercayaan dari masyarakat.2 Kualitas 
pelayanan menjadi penting karena dapat dijadikan penilaian terhadap 
layanan yang diberikan oleh lembaga yang akan berpengaruh pada citra 
lembaga. Kualitas pelayanan yang baik akan memberikan keuntungan bagi 
lembaga dan sebaliknya kualitas pelayanan yang buruk akan memberikan 
kerugian bagi lembaga. 
Menurut Parasuraman, kualitas pelayanan adalah suatu penilaian 
konsumen terhadap tingkat layanan yang diterima (perceived service) 
 
1 Nurul Ashariyah, “Analisis Kualitas Pelayanan Di Badan Penanaman Modal Dan Perizinan 
Terpadu Kabupaten Kulon Progo” (Skripsi, Universitas Negeri Yogyakarta, 2017), 1. 
2 Ika Dewi Safitri, “Kualitas Pelayanan One Day Service Di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) 
Kecamatan Pesanggarahan Kota Administrasi Jakarta Selatan” (Skripsi, Universitas Sultan Ageng 
Tirtayasa Serang Banten, 2018), 1. 
 


































dengan tingkat layanan yang diharapkan (expected service).3 Sedangkan 
menurut Bloemer, kualitas pelayanan adalah penilaian konsumen tentang 
kehandalan dan superioritas pelayanan secara keseluruhan, dengan 
perbandingan atas apa yang diberikan dengan apa yang didapatkan 
konsumen.4 Berbeda dengan pendapat Albecht dan Zemke, bahwa kualitas 
pelayanan merupakan hasil interaksi dari berbagai aspek seperti sistem 
pelayanan, sumber daya manusia pemberi layanan, strategi dan pelanggan.5  
Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa 
kualitas pelayanan adalah penilaian dari penerima layanan terhadap 
penyelenggaraan pelayanan dari berbagai aspek  untuk mengetahui 
keberhasilan pelayanan.  
Di Indonesia penyelenggaraan pelayanan publik dinilai jalan 
ditempat. Pada tahun 2011 terdapat krisisnya kepercayaan masyarakat 
terhadap pemerintah dikarenakan rendahnya pelayanan publik yang 
dilakukan. Sedangkan pada tahun 2017 Ombudsman Republik Indonesia 
melakukan survey terhadap 25 kementerian, 15 lembaga pemerintahan, 34 
provinsi, 61 kota dan 122 kabupaten di Indonesia yang menghasilkan tiga 
zona yaitu zona merah yang menunjukkan tingkat kepatuhan rendah, zona 
 
3 Noerchoidah, “Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Pelanggan (Studi Orenztaxi) Di 
Surabaya”, Jurnal Bisnis dan Manajemen, Vol. 9 No 2, (April 2017): 81. 
4 Jamilatuz Zahro, dkk., Aplikasi Generalized Linier Model Pada R, (Yogyakarta: Innosain, 2018), 
51. 
5 Abdul Sabaruddin, Manajemen Kolaborasi Dalam Pelayanan Publik, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 
2015), 12. 
 


































kuning yang menunjukkan tingkat kepatuhan sedang dan zona hijau 
menunjukkan kepatuhan tinggi dengan rincian data sebagai berikut:6 










27,27% 45,45% 27,27% 
Pemerintah 
Kota 
15% 49% 18% 
Pemerintah 
Kabupaten 
44,85% 42,99% 12,14% 
 
Sehubungan dengan permasalahan diatas, perbaikan pelayanan 
publik sangat diperlukan agar penilaian masyarakat terhadap rendahnya 
pelayanan pemerintah dapat dibangun kembali dan perbaikan kualitas 
pelayanan yang semakin baik akan mempengaruhi kepuasan masyarakat.7 
Berbagai upaya untuk memperbaiki pelayanan publik salah satunya 
dilakukan dengan cara mengembangkan kompetensi sumber daya manusia. 
Berdasarkan hal tersebut sumber daya manusia sebagai aspek yang sangat 
penting karena memiliki peran yang krusial dalam mewujudkan visi misi 
serta tujuan organisasi. Baik buruknya kualitas sumber daya manusia sangat 
berpengaruh terhadap kelancaran penyelenggaraan pemerintahan di suatu 
negara.8 
 
6 Nila Rosawatiningsih, “Kompetensi Front Ofice dalam Meningkatkan Pelayanan di Kantor 
Pelayanan Pajak (KPP) Madya Surabaya’, Journal of Governance, Vol 4 Issuw 1, (Juni 2019): 85-
86. 
7 Abdul Mahsyar, “Masalah Pelayanan Publik di Indonesia Dalam Perspektif Administrasi Publik, 
Jurnal Otoritas, Vol. 1 No. 2, (Oktober, 2011): 82. 
8 Nila Rosawatiningsih, “Kompetensi Front Office dalam meningkatkan Pelayanan di Kantor 
Pelayanan Payak (KPP) Madya Surabay”, Journal of Governance, Vol 4 Issue 1, (Juni 2019): 85. 
 


































Selain itu, sebagai upaya memperbaiki berbagai kelemahan dan 
mengantisipasi kekurangan terhadap kualitas pelayanan, pemerintah 
mendirikan lembaga Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Berdasarkan 
Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2004 
menyatakan adanya empat pola pelayanan, yaitu:9 
1. Fungsional : pola pelayanan publik diberikan oleh penyelenggara 
pelayanan, sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan. 
2. Terpusat : pola pelayanan publik diberikan secara tunggal oleh 
penyelenggara pelayanan terkait lainnya yang bersangkutan 
3. Terpadu : pola penyelenggara pelayanan publik terpadu dibedakan 
menjadi dua yaitu : 
a. Terpadu satu atap : pola pelayanan terpadu satu atap 
diselenggarakan dalam satu tempat yang meliputi berbagai jenis 
pelayanan yang tidak mempunyai keterkaitan proses dan dilayani 
melalui beberapa pintu. Terhadap jenis pelayanan yang sudah dekat 
dengan masyarakat tidak perlu di satu atap kan. 
b. Terpadu satu pintu : pola pelayanan terpadu satu pintu 
diselenggarakan pada satu tempat yang meliputi berbagai jenis 
pelayanan yang memiliki keterkaitan proses dan dilayani melalui 
satu pintu 
 
9 Yusriadi, Reformasi Birokrasi dalam Pelayanan Publik Bureaucratic reform in public service, 
(Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018), 90-91 
 


































Adanya Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) diharapkan dapat 
memperpendek proses pelayanan, mewujudkan proses pelayanan yang 
cepat, mudah, murah, transparan, pasti dan terjangkau serta memberikan 
pelayanan yang lebih luas kepada masyarakat.10 Dengan didirikannya 
Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan menghadirkan front office 
sebagai area depan sebuah pusat informasi suatu lembaga yang bertugas 
pertama kali melayani masyarakat atau penerima layanan.11 Pegawai front 
office akan menerima pertanyaan atau memberi informasi yang dibutuhkan 
masyarakat di lembaga tersebut. Front ofice memiliki peranan yang sangat 
penting dan berpengaruh terhadap jalannya operasional lembaga. Selain itu, 
dengan hadirnya front office menjadi salah satu cara dalam meningkatkan 
kompetensi sumber daya manusia bidang pelayanan. 
Terdapat berbagai instansi pemerintah yang telah mendirikan 
Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) untuk membantu masyarakat dalam 
melakukan pelayanan, salah satunya pada tingkat Kementerian Agama. 
Disampaikannya oleh Kepala Sub Bagian Umum Kantor Wilayah 
Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur bahwa hingga saat ini sudah ada 
PTSP di 14 Kantor Kementerian Agama dalam memberikan pelayanan 
melalui sistem komputerisasi kepada masyarakat. Adapun wilayah yang 
sudah menjalankan PTSP diantaranya Kantor Kementerian Agama Batu, 
 
10 Suhartoyo, “Implementasi Fungsi Pelayanan Publik dalam Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
(PTSP)”, Adminitrative Law & Governance Journal, Vol 2 Issue 1, (Maret 2019): 145. 
11 Pengadaan (Eprocuretment), “Tugas dan Peran Front Office Department (Dari Level Staff Sampai 
Manager)” Pengadaan (Eprocuretment), Mei 3; 2020, diakses pada Desember 7, 2020 
https://www.pengadaan.web.id/2020/05/tugas-dan-peran-front-office-department.html?m=1   
 


































Ponorogo, Kabupaten Madiun, Malang, Surabaya, Sidoarjo, Kabupaten 
Mojokerto, Kota Mojokerto, Kabupaten Pasuruan, Kota Pasuruan dan 
Kantor Kementerian Agama Lainnya 12 
Berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 
90 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Pelayanan 
Terpadu Kementerian Agama bahwa pelayanan terpadu adalah kegiatan 
penyelenggara yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan 
sampai tahap terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu dalam satu pintu 
atau satu tempat.13 
Adanya PTSP di Kantor Kementerian Agama memiliki tujuan untuk 
memberikan kemudahan bagi masyarakat dan mempermudah lembaga 
untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Selain itu, birokrasi pelayanan di 
Kantor Kementerian Agama terbilang prosesnya lebih mudah dan cepat 
selesai karena tidak perlu melalui birokrasi yang terlalu panjang. Jadi, 
masyarakat hanya perlu datang ke bagian PTSP dan menjelaskan 
keperluannya kepada pegawai PTSP atau biasa disebut pegawai front office, 
selanjutnya pegawai PTSP akan menyalurkan layanan yang dimaksud pada 
pegawai back office agar segera ditindak lanjuti. 
Dengan banyaknya jenis layanan yang dilakukan oleh bagian 
Pelayanan Terpadu Satu Pintu, peneliti ingin membatasi penelitian ini 
 
12 Benny Andriyos, “Kemenag Jatim Targetkan Tahun ini 38 Kankemenag Miliki PTSP” 
Kementerian Agama RI, Juli 17; 2019, diakses pada Desember 3, 2020, 
https://kemenag.go.id/berita/read/511002/kemenag-jatim-targetkan-tahun-ini-38-kankemenag-
miliki-ptsp  
13 Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2018 tentang Petunjuk 
Pelaksanaan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kementerian Agama 
 


































dengan terfokus pada pelayanan yang dilakukan oleh front office terkait 
pelayanan legalisir ijazah di Seksi Pendidikan Madrasah. 
Terdapat beberapa penelitian terkait kualitas pelayanan PTSP di 
berbagai instansi, antara lain: (1) Analisis Kualitas Pelayanan Di Badan 
Penanaman Modal Perizinan Terpadu Kabupaten Kulon Progo. Penelitian 
ini mengatakan bahwa kesesuaian antara kualitas pelayanan dan ekspetasi 
masyarakat dapat terpenuhi dengan persentase sebesar 54% atau sebanyak 
54 responden; (2) Kualitas Pelayanan Satu Pintu di Dinas Pendidikan Kota 
Surabaya. Hasil dari penelitian ini yaitu kualitas pelayanan di Dinas 
Pendidikan Kota Surabaya dikatakan baik, karena telah memenuhi lima 
dimensi berdasarkan teori dari Zethaml; (3) Kualitas Pelayanan One Day 
Service di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kecamatan Pesanggahan 
Kota Administrasi Jakarta Selatan. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan 
bahwa PTSP Kecamatan Pesanggahan belum siap untuk melaksanakan 
program peleyanan One Day Service, jika dilihat dari segi ketepatan waktu 
penyelesaian dokumen. Namun, jika dilihat dari fasilitas, sikap pegawai, 
dan penampilan pegawai dapat dikatakan baik karena mendapatkan 
persentase sebesar 70% keatas. 
Dari ketiga penelitian tersebut, peneliti tidak menemukan penelitian 
tentang kualitas pelayanan front office, hanya saja ketiga penelitian 
terdahulu diatas meneliti bagian PTSP di berbagai instansi pemerintah. 
Namun belum ditemukan penelitian di instansi Kementerian Agama. 
 


































Sehingga peneliti tertarik melakukan penelitian terkait Pelayanan Terpadu 
Satu Pintu di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto. 
Kualitas pelayanan yang diberikan dalam penyelenggaraan 
Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) ini akan berimbas pada kepuasan 
masyarakat penerima layanan di Kantor Kementerian Agama Kabupaten 
Mojokerto, karena kepuasan masyarakat menjadi indikator yang dapat 
menentukan kinerja aparatur pemerintah khususnya di bagian PTSP Kantor 
Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto. Pada petunjuk pelaksanaan 
penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kementerian 
Agama dijelaskan bahwa pimpinan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) 
wajib melakukan penelitian kepuasan masyarakat secara berkala minimal 1 
tahun sekali.14 Hal ini perlu diperhatikan terutama akan hasil survei yang 
diharapkan menghasilkan saran dan perbaikan dari penerima layanan 
terhadap peningkatan kualitas pelayanan. 
Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk melakukan 
penelitian dengan judul “Analisis Kualitas Pelayanan Front Office Dalam 
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Di Kantor 





14 Keputusan Menteri Agama Republik IndonesiaNomor 90 Tahun 2018 Tentang Pentunjuk 
Pelaksanaan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kementerian Agama 
 


































B. Pertanyaan Penelitian 
Berdasarkan latar belakang di atas, maka fokus penelitian ini yaitu 
Kualitas Pelayanan Front Office dan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu 
Satu Pintu (PTSP). Adapun pertanyaan penelitian sebagai berikut: 
1. Bagaimana penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di 
Kantor Kementerian Kabupaten Mojokerto? 
2. Bagaimana kualitas pegawai front office di Kantor Kementerian Agama 
Kabupaten Mojokerto? 
3. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas pelayanan front 
office dalam penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di 
Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto? 
 
C. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan pertanyaan penelitian di atas, maka peneliti bertujuan 
untuk: 
1. Menganalisis dan mendeskripsikan penyelenggaraan Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Kantor Kementerian Agama Kabupaten 
Mojokerto. 
2. Menganalisis dan mendeskripsikan kualitas pelayanan front office di 
Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto. 
3. Menganalisis dan mendeskripsikan faktor-faktor yang mempengaruhi 
kualitas pelayanan front office dalam penyelenggaraan Pelayanan 
 


































Terpadu Satu Pintu di Kantor Kementerian Agama Kabupaten 
Mojokerto. 
 
D. Manfaat Penelitian 
Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat, sebagai berikut : 
1. Manfaat Teoritis 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan dalam 
menemukan ide-ide dan tambahan wawasan penelitian tentang kualitas 
pelayanan dan pelayanan terpadu satu pintu. 
2. Manfaat Praktis 
a. Bagi Peneliti Selanjutnya 
Bagi penelitian selanjutnya, hasil dari penelitian ini 
diharapkan dapat menjadi bahan referensi dan dapat menjadi bahan 
perbandingan untuk melakukan penelitian yang sejenis mengenai 
kualitas pelayanan front office maupun Pelayanan Terpadu Satu 
Pintu (PTSP). 
b. Bagi Lembaga 
Hasil penelitian ini diharapkan menjadi penilaian bagi 
lembaga terhadap kualitas pelayanan di Kantor Kementerian Agama 
Kabupaten Mojokerto dan dapat menjadi acuan dalam 
meningkatkan kualitas pelayanan dan meningkatkan kinerja 
pegawai front office disana. 
 
 


































c. Bagi Pegawai 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi 
pegawai front office agar dapat mengembangkan dan memberikan 
pelayanan sesuai dengan harapan penerima layanan sehingga 
memberikan citra positif terhadap layanan pemerintah. 
 
E. Definisi Konseptual 
Agar tidak terjadi salah penafsiran tentang judul penelitian ini, maka 
peneliti perlu menjelaskan istilah yang terdapat pada judul penelitian. 
Berikut definisi konseptual yang terdapat pada penelitian ini, antara lain: 
1. Kualitas Pelayanan  
Menurut Fitzsimmons, kualitas pelayanan dapat diketahui melalui 
membandingkan persepsi penerima layanan atas layanan yang diberikan 
dengan layanan yang mereka harapkan. penerima layanan akan menilai 
kualitas pelayanan itu dengan lima dimensi kualitas pelayanan sebagai 
ukurannya, yaitu: 
a. Reliability, kemampuan front office dalam memberikan pelayanan 
kepada masyarakat dengan tepat dan benar.15 
b. Responsiveness, pegawai front office harus memiliki kesadaran 
untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan cepat.16 
 
15 Yusriadi, Reformasi Birokrasi Pelayanan Publik dalam Pelayanan Publik, (Yogyakarta: CV Budi 
Utama, 2018), 80. 
16 Yusriadi, Reformasi Birokrasi…., 80. 
 


































c. Assurance, sikap sopan, keramahan pegawai front office, 
kemampuan berkomunikasi yang baik, percaya diri dan pengetahuan 
dari pegawai front office dapat memberikan rasa percaya masyarakat 
atau penerima layanan.17 
d. Empathy, kemampuan pegawai front office dalam memberikan 
pelayanan kepada masyarakat dengan penuh perhatian, dan berusaha 
untuk mengetahui keinginan dan kebutuhan masyarakat.18 
e. Tangibles, penilaian tentang sesuatu yang dapat dilihat dan 
dirasakan masyarakat atau penerima layanan, seperti penampilan 
para pegawai front office dan sarana prasarana yang ada19 
2. Front Office 
Menurut Nurmah Semil, front office adalah pegawai Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang melakukan pelayanan terhadap 
masyarakat secara langsung.20 Pegawai front office ini yang membantu 
dan melayani masyarakat pada saat melakukan kegiatan administrasi 
berupa dokumen perizinan maupun non perizinan. 
3. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) 
Menurut Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 90 
Tahun 2018 Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) adalah kegiatan 
penyelenggara yang proses pengelolaannya mulai dari tahap 
 
17 Yusriadi, Reformasi Birokrasi…., 80. 
18 Yusriadi, Reformasi Birokrasi…., 81. 
19 Yusriadi, Reformasi Birokrasi…., 81. 
20 Nurmah Semil, Pelayanan Prima Instansi Pemerintah Kajian Kritis Pada Sistem Pelayanan 
Publik di Indonesia, (Jakarta: KENCANA, 2018), 108. 
 


































permohonan sampai tahap terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu 
dalam satu pintu atau satu tempat. 
 
F. Keaslian Penelitian 
Keaslian penelitian merupakan uraian dari beberapa penelitian 
terdahulu yang dapat diketahui persamaan dan perbedaannya dari penelitian 
saat ini. Penelitian terdahulu adalah penelitian yang digunakan untuk 
menunjukkan keaslian penelitian ini. Berikut beberapa penelitian terdahulu 
yang peneliti dapatkan, sebagai berikut : 
1. Penelitian dari Nurul Ashariyah yang berjudul “Analisis Kualitas 
Pelayanan Di Badan Penanaman Modal Perizinan Terpadu Kabupaten 
Kulon Progo” mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta pada tahun 
2017. Penelitian ini dilakukan di Kantor Badan Penanaman Modal dan 
Perizinan Terpadu Kabupaten Kulon Progo. Adapun perbedaannya 
sebagai berikut: 
a. Teori yang digunakan saudari Nurul Ashariyah yaitu teori dari 
Zeithaml, Berry, dan Parasuraman. Sedangkan peneliti 
menggunakan teori dari Fitzsimmons. 
b. Lokasi peneliti Nurul Ashariyah dilaksanakan di Kantor Badan 
Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Kulon Progo. 
Sedangkan peneliti melaksanakan penelitian di Kantor Kementerian 
Agama Kabupaten Mojokerto 
 


































c. Jenis penelitian Nurul Ashaiyah yaitu menggunakan penelitian 
kuantitatif deskriptif, sedangkan penelitian ini menggunakan 
penelitian kualitatif deskriptif. 
d. Fokus penelitian Nurul Ashariyah hanya terfokus pada kualitas 
pelayanan. Sedangkan penelitian ini terfokus pada kualitas 
pelayanan front office dan penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu 
Pintu (PTSP) 
2. Penelitian yang dilakukan oleh Khulasotul Wafiyah mahasiswa 
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya pada tahun 2018 yang 
berjudul “Kualitas Pelayanan Satu Pintu Di Dinas Pendidikan Kota 
Surabaya”. Penelitian dari saudari Khulasotul Wafiyah berlokasi di 
lembaga Dinas Pendidikan Kota Surabaya. Persamaan penelitian 
Khulasotul Wafiyah dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas 
tentang kualitas pelayanan dan menggunakan metode penelitian 
kualititatif deskriptif. Namun selain adanya persamaan, ada pula 
perbedaannya, sebagai berikut: 
a. Teori yang digunakan oleh Khulasotul Wafiyah yaitu teori 
pelaksanaan satu pintu, kualitas pelayanan, dan faktor yang 
mempengaruhi kualitas pelayanan. Sedangkan penelitian ini 
menggunakan teori dari Fitzsimmons. 
b. Lokasi penelitian Khulasotul Wafiyah di Dinas Pendidikan Kota 
Surabaya. Sedangkan penelitian ini dilaksanakan di Kantor 
Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto. 
 


































c. Fokus penelitian Khulasotul Wafiyah yaitu pelaksanaan satu pintu, 
kualitas pelayanan, dan faktor yang mempengaruhi kualitas 
pelayanan. Sedangkan fokus penelitian ini yaitu kualitas pelayanan 
front office dan penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
(PTSP) 
3. Penelitian dari saudari Ika Dewi Safitri yang berjudul “Kualitas 
Pelayanan One Day Service di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) 
Kecamatan Pesanggahan Kota Administrasi Jakarta Selatan” mahasiswa 
Universitas Ageng Tirtayasa Serang, Banten. Melakukan penelitian 
pada tahun 2018. Adapun perbedaannya antara lain: 
a. Teori yang digunakan oleh Ika Dewi Safitri yaitu Parasuraman. 
Sedangkan penelitian ini menggunakan teori dari Fitzsmmons. 
b. Lokasi penelitian Ika Dewi Safitri di Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
(PTSP) Kecamatan Pesanggahan Kota Administrasi Jakarta Selatan. 
Sedangkan penelitian ini dilaksanakan di Kantor Kementerian 
Agama Kabupaten Mojokerto. 
c. Jenis penelitian Ika Dewi Safitri menggunakan metode kuantitatif. 
Sedangkan penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif 
deskriptif. 
d. Penelitian Ika Dewi Safitri berfokus pada kualitas pelayanan One 
Day Service. Sedangkan penelitian ini berfokus pada kualitas 
pelayanan front office  dan penyelenggaraan Pelayanan Terpadu 
Satu Pintu. 
 


































G. Sistematika Pembahasan 
Agar penyusunan penelitian ini mengarah pada maksud yang sesuai 
dengan judul, maka peneliti menggambarkan tata urutan penelitian dengan 
mencantumkan sistematika pembahasan, sebagai berikut: 
Bab I Pendahuluan, terdiri dari sub-sub bab antara lain latar 
belakang penelitian, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat 
penelitian, definisi konseptual, keaslian penelitian, dan sistematika 
pembahasan. 
Bab II Kajian Pustaka, pada bab ini peneliti menjelaskan tentang 
Kualitas pelayanan front office antara lain pengertian kualitas pelayanan, 
front office, faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas pelayanan, dan 
kualitas pelayanan dalam perspektif islam. Sedangkan penyelenggaraan 
Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), terdiri atas pelayanan terpadu satu 
pintu, tujuan penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), 
Standar Pelayanan, dan SOP Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Serta 
kualitas pelayanan front office dalam penyelenggaraan pelayanan terpadu 
satu pintu. 
Bab III Metode Penelitian, pada bab ini akan menjelaskan metode 
apa yang akan digunakan peneliti yang terdiri dari sub-sub bab seperti jenis 
penelitian, lokasi penelitian, sumber data dan informan penelitian, teknik 
pengumpulan data, teknik analisis data, dan keabsahan data. 
Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, pada bab ini membahas 
mengenai sejarah singkat Kantor Kementerian Agama Kabupaten 
 


































Mojokerto, gambaran umum objek penelitian, hasil penelitian dan 
pembahasan hasil penelitian. 
Bab V Penutup, bab ini berisikan penutup dari penelitian yang 
menjelaskan mengenai kesimpulan dari seluruh isi pembahasan dan saran.
 





































A. Kualitas Pelayanan Front Office 
1. Kualitas Pelayanan 
Menurut Crosby, Lehtimen, dan Wyckoff kualitas pelayanan adalah 
penyesuaian terhadap rincian-rincian, kualitas dinilai sebagai ukuran 
keberhasilan yang harus dicapai, dilakukannya kontrol secara terus 
menerus dalam mencapai keberhasilan agar dapat memenuhi kebutuhan 
masyarakat.21 
Sampara berpendapat bahwa kualitas pelayanan adalah pelayanan 
yang diberikan telah sesuai dengan standar pelayanan yang telah 
dijadikan pedoman dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.22 
Sedangkan menurut Ibrahim, kualitas pelayanan merupakan kondisi 
dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, manusia, proses, dan 
lingkungan dimana penilaian kualitasnya ditentukan pada saat 
terjadinya pemberian pelayanan tersebut.23 
Menurut Fitzsimmons service quality dapat diketahui melalui 
membandingkan persepsi penerima layanan atas layanan yang diberikan 
dengan layanan yang mereka harapkan. Dengan hal itu dapat dikatakan 
 
21 Muhammad Ridha Suaib, Pengantar Kebijakan Publik, (Yogyakarta: Calpulis, 2016), 201. 
22 Hardiyansyah, Kualitas Pelayanan Publik (Konsep, Dimensi, Indikator, dan Implementasi), 
(Yogyakarta: Gava Media,2018), 49. 
23 Hardiyansyah, Kualitas Pelayanan Publik…., 55. 
 


































bahwa service quality dapat diukur dari sejauh mana perbedaan antara 
kenyataan dan harapan penerima layanan atas layanan yang diterima.24 
Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa kualitas 
pelayanan adalah penilaian tentang suatu pelayanan yang berhubungan 
dengan produk, jasa, manusia, proses dan lingkungan yang sesuai antara 
harapan dari penerima layanan dengan pelayanan yang telah diberikan. 
2. Front Office 
Front office adalah kantor depan yang melayani keluhan dari 
masyarakat pertama kali dan yang melakukan pelayanan kepada 
masyarakat secara langsung.25 Istilah front office biasanya lebih dikenal 
pada industri perhotelan. Dimana pada industri perhotelan front office 
memiliki fungsi sebagai penerima tamu, menyewakan kamar tamu, 
menyusun laporan status kamar, pencatatan pembayaran tamu, dan lain-
lain.26 Dengan berkembangnya zaman, front office bukan hanya dikenal 
pada industri perhotelan saja namun saat ini istilah front office telah 
digunakan di lembaga pemerintahan termasuk di lembaga pendidikan. 
Pada dasarnya tugas dari front office di lembaga pemerintahan sesuai 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 
138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu 
Pintu Daerah pasal 16 ayat (2) tugas front office atau kantor depan yaitu 
 
24 Mohammad Zamroni dan Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, “Pentingnya Kualitas Pelayanan 
(Servive Quality) Dalam Memenuhi Kepuasan Masyarakat (Society Satisfaction)” Vol. V No. 2, 
(Agustus, 2005), 113. 
25 Nurmah Semil, Pelayanan Prima Instansi Pemerintah Kajian Kritis pada Sistem Pelayanan 
Publik di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2018), 108. 
26 Agustinus Darsono, Front Office Hotel, (Jakarta: Grasindo, 2011), 12-13. 
 


































menerima dan memverifikasi berkas permohonan, memberikan tanda 
terima kepada layanan, dan menyerahkan dokumen perizinan atau non 
perizinan yang telah selesai kepada penerima layanan. Selain itu 
pegawai front office juga menyusun laporan surat masuk dan surat 
keluar yang dilakukan setiap tahun. Laporan surat tersebut merupakan 
hasil dari rekapitulasi surat masuk dan surat keluar setiap bulan. 
Front office menentukan keberhasilan pelayanan karena kesan 
pertama dan terakhir penerima layanan terletak pada pelayanan yang di 
berikan oleh pegawai front office. Pegawai front office harus memiliki 
pemahaman tentang informasi yang disampaikan, memahami Standar 
Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditentukan, memiliki 
kemampuan berkomunikasi dengan baik agar informasi yang 
disampaikan dapat diterima oleh masyarakat atau penerima layanan. 
3. Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Pelayanan 
Adapun faktor yang mempengaruhi kualitas pelayanan menurut 
beberapa ahli. Diantaranya faktor yang mempengaruhi kualitas 
pelayanan menurut Nangoi: 
a. Kepemimpinan 
Kepemimpinan dalam diri pegawai front office perlu 
dibangun agar memiliki motivasi kerja yang tinggi, sehingga dapat 
memberikan pelayanan yang maksimal. Pimpinan diharapkan 
memiliki kepemimpinan pelayanan, yaitu memiliki visi untuk 
 


































melayani, standar kerja yang tinggi, gaya kepemimpinan lapangan, 
dan mempunyai integritas.27 
b. Semangat tim kerja 
Untuk menciptakan sikap yang berorientasi kepada 
pelanggan, maka semangat kerja tim sangat diperlukan. Semangat 
kerja tim dapat melibatkan partisipasi pegawai melalui pembagian 
informasi dan pengambilan keputusan sehingga dapat memperkuat 
komitmen untuk menampilkan yang terbaik.28 
c. Teknologi 
Pemanfaatan teknologi dilakukan untuk meningkatkan 
kualitas pelayanan. Dengan teknologi lunak seperti sistem dan 
metode kerja yang inovatif sebagai efisiensi alur kerja untuk 
menunjang keberhasilan pelayanan kepada masyarakat penerima 
layanan.29 
d. Kepuasan kerja pegawai 
Pelayanan dapat optimal jika para pegawai front office 
merasakan kepuasan kerja. Saat pegawai merasakan kepuasan kerja, 
potensi kerja yang dimiliki pegawai dapat terwujud, salah satunya 
dalam memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat 
penerima layanan.30 
 
27 Nangoi, Peberdayaan di Era Ekonom Pengetahuan, (Jakarta: PT. Gramedia, 2004), 132. 
28 Nangoi, Pemberdayaan di Era…., 132. 
29 Nangoi, Pemberdayaan di Era…, 133. 
30 Nangoi, Pemberdayaan di Era…, 133. 
 


































Menurut The Liang Gie, beberapa faktor yang mempengaruhi 
kualitas pelayanan yaitu:31 
a. Motivasi kerja pegawai 
Pegawai yang memiliki motivasi kerja yang tinggi maka ia 
akan menampilkan performansi kerjanya yang terbaik yaitu dalam 
memberikan pelayanan yang berkualitas kepada pelanggan. 
b. Sistem kerja dan sistem pelayanan di lembaga 
Sistem kerja dan sistem pelayanan yang konsisten, dinamis, 
dan fleksibel akan memudahkan pegawai dalam memberikan 
pelayanan kepada masyarakat. 
c. Suasana kerja di lembaga 
Suasana kerja yang kondusif dan nyaman diperlukan untuk 
mendukung pegawai front office dalam melayani masyarakat 
dengan pelayanan yang berkualitas. 
d. Kemampuan kerja pegawai 
Kemampuan kerja adalah kemampuan seseorang untuk 
mengerjakan berbagai tugas dalam suatu pekerjaan yang terdiri dari 
kemampuan intelektual dan fisik.32 Pelayanan yang berkualitas 
dapat diberikan kepada masyarakat jika pegawai front office 
memiliki kemampuan kerja yang maksimal 
 
 
31 Danis Imam Bachtiar, “Analisa Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepuasan Mahasiswa dalam 
Memilih Politeknik Sawunggalih Aji Purworejo” Jurnal Dinamika Sosial Ekonomi, Vol. 7 No. 1 
(Mei, 2011): 105. 
32 Robbins, S.P, Perilaku Organisasi, (Jakarta: PT. Prenhallindo, 1996), 82-83. 
 


































e. Lingkungan fisik tempat kerja 
Lingkungan fisik meliputi suhu, temperatur, peralatan kerja, 
keleluasaan ruang kerja yang mendukung dan membuat nyaman 
pegawai dalam bekerja akan memudahkan pegawai dalam 
memberikan pelayanan yang berkualitas. 
f. Perlengkapan dan fasilitas 
Perlengkapan dan fasilitas yang lengkap dapat mendukung 
pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. 
g. Prosedur kerja di lembaga 
Prosedur kerja merupakan rangkaian urutan kerja yang telah 
ditetapkan untuk melaksanakan tugas dengan menggunakan metode 
yang terencana, jelas, dan mudah dipahami. Prosedur kerja yang 
tidak membebani para pegawainya akan mendukung pemberian 
layanan yang berkualitas. 
Berdasarkan beberapa faktor yang mempengaruhi kualitas 
pelayanan menurut beberapa ahli, maka dapat disimpulkan bahwa faktor 
yang mempengaruhi kualitas pelayanan yaitu kepemimpinan, sistem 
dan prosedur kerja di lembaga, kemampuan, sikap dan perilaku 
pegawai, kerja sama pegawai, teknologi, sarana prasarana, dan motivasi 
kerja pegawai. 
4. Kualitas Pelayanan dalam Perspektif Islam 
Islam merupakan agama yang mengatur segala urusan di kehidupan 
umat manusia. Menurut Othman dan Owen kualitas pelayanan dalam 
 


































perspektif Islam adalah bentuk evaluasi dari penerima layanan atas 
pelayanan yang diberikan oleh suatu lembaga yang setiap aktivitasnya 
didasari oleh nilai-nilai moral dan sesuai dengan ajaran syariat Islam.33 
Lima dimensi kualitas pelayanan dalam perspektif Islam, sebagai 
berikut: 
a. Reliability (Kemampuan) 
Kemampuan memberikan pelayanan yang baik merupakan 
inti dari kualitas pelayanan. Pelayanan dikatakan reliabel apabila 
dalam prosesnya dicapai secara akurat. Ketepatan dan keakuratan 
inilah yang akan menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap 
lembaga tersebut. Hal ini dapat dikatakan bahwa sebagai pemberi 
layanan harus amanah terhadap tugas yang dijalani. Menurut M. 
Ismail Susanto menyatakan bahwa amanah berarti terpercaya dan 
tanggung jawab.34 Sebagaimana firman Allah SWT. dalam Surat 
An-Nissa ayat 58. 
َ يأُْمُرُكْم أَْن تَُؤدُّوااْْلَ َمنَتِ  أَن تَْحُكُمْوا َوإِذَا َحَكْمتُْم بَْيَن النَّاِس ى أَْهِلَهاإِلَ  إِنَّ َّللاَّ
َ َكاَن َسِميعًا بَِصيًرا  إِنَّ َّللاَّ
ا يَِعُظُكم بِِه ج  َ نِِعمَّ إِنَّاَّللَّ
 بِالعَدِْل ج 
Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu 
menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan 
(menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia 
 
33 Rizky Pratama Putra dan Sri Herianingrum, “Pengaruh Kualitas Pelayanan Islami Terhadap 
Kepuasan dan Loyalitas Nasabah Bank Syariah Surabaya”, JESTT, Vol. 1 No. 9, (September, 2014), 
624. 
34 Didin Hafidudin dan Hendri Tanjung, Manajemen Pemasaran Syariah dalam Praktik, (Jakarta: 
Gema Isnani Inpress, 2003), 63. 
 


































supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah 
memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya 
Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. 
Menurut Imam At-Thabari dalam tafsirnya, ayat ini 
ditujukan kepada para pemimpin, pemegang kekuasaan untuk 
menjaga amanat yang telah diberikan kepada dirinya terutama hal 
yang berkaitan dengan rakyat maupun bawahannya serta berbuat 
adil dalam memberikan keputusan.35 
Jadi, ayat diatas menegaskan kepada para pemegang 
kekuasaan, dalam hal ini yaitu pegawai front office harus memiliki 
sifat amanah. Amanah dapat diaplikasikan dalam bentuk pelayanan 
yang optimal, termasuk yang memiliki pekerjaan yang berhubungan 
dengan pelayanan kepada masyarakat. 
b. Responsiveness (Daya Tanggap) 
Daya tanggap pegawai front office yang dimaksud yaitu 
dapat merespon dengan cepat dan tepat sesuai kebutuhan penerima 
layanan.36 Sikap responsif adalah kesadaran akan tugas yang harus 
dilakukan dengan sungguh-sungguh. Sebagai contoh sikap responsif 
 
35 Moh. Arif Sholeh, “Tafsir Surat Al-Nisa ayat 58 tentang Perintah Menunaikan Amanat”, Bincang 
Syariah, Oktober 30; 2019, diakses pada Februari 27, 2021 
https://bincangsyariah.com/khazanah/tafsir-surat-al-nisa-ayat-58-tentang-perintah-menunaikan-
amanat/  
36 Ratnasari, dkk, “Kualitas Jasa...” 
 


































Nabi Sulaiman dan Burung Hud yang terkandung dalam Al-Qur’an 
Surat An-Naml ayat 20 – 26.37  
بَنَّٗه َعذَابًا اَْم َكاَن ِمَن اْلغَۤاىِٕبِيْ  َرى اْلُهدْهُدَ َوتَفَقَّدَ الطَّْيَر فَقَاَل َما ِلَي ََل اَ  َشِدْيدًا َن. ََلَُعذ ِ
بِْيٍن. فََمَكَث َغْيَر بَِعْيٍد فَقَاَل اََحْطتُّ بَِما لَْم تُِحْط بِٖه َوِجئْتَُك اَْو ََلَ۟اذْبََحنَّٗهٓٗ اَْو لَيَأْتِيَن ِيْ   بُِسْلٰطٍن مُّ
لََها َعْرٌش َعِظْيٌم.  َواُْوتِيَْت ِمْن ُكل ِ َشْيءٍ َوَجدْتُّ اْمَراَةً تَْمِلُكُهمْ  اِن ِيْ ِقْيٍن. ِمْن َسبٍَا ۢبِنَبٍَا يَّ   وَّ
 نِ عَ  مْ هُ دَّ صَ فَ  مْ هُ الَ مَ عْ اَ  نُ طَ يْ الشَّ  مُ هُ لَ  نَ يَّ زَ َوَجدْتَُّها َوقَْوَمَها يَْسُجدُْوَن ِللشَّْمِس ِمْن دُْوِن هللاِ وَ 
ِ الَّذِ نَ وْ دُ تَ هْ يَ  ََل  مْ هُ فَ  لِ يْ بِ السَّ  ِت َواَْلَْرِض َويَْعلَُم َما ْي يُْخِرُج اْلَخْبَء فِى السَّٰمٰو . اََلَّ يَْسُجدُْوا َّلِله
ُ ََلٓٗ اِٰلهَ اَِلَّ هَُوَۙ َربُّ اْلعَْرِش اْلعَِظْيِم.َن َوَما تُْعِلنُونَ تُْخفُوْ  . َّللَاه  
Artinya: Dan dia memeriksa burung-burung lalu berkata, 
“Mengapa aku tidak melihat Hud-Hud, apakah ia termasuk yang 
tidak hadir? Pasti akan kuhukum ia dengan memilih yang berat atau 
ku sembelih ia, kecuali ia datang kepadaku dengan alasan yang 
jelas”. Maka tidak lama kemudian (datanglah Hud-hud), lalu ia 
berkata, “aku telah melihat sesuatu yang belum engkau ketahui. Aku 
datang kepadamu dari negeri Saba’ membawa suatu berita yang 
meyakinkan. Sungguh kudapati ada seorang perempuan yang 
memerintah mereka, dan dia dianugerahi segala sesuatu serta 
memiliki singgasana yang besar. Aku (burung Hud) dapati dia dan 
kaumnya menyembah matahari, bukan kepada Allah; dan setan telah 
menjadikan mereka memandang indah perbuatan-perbuatan (buruk) 
mereka, sehingga menghalangi mereka dari jalan (Allah), maka 
 
37 Abdul Ghofur, “Nilai-Nilai Pendidikan Dalam Dakwah Politik Nabi Sulaiman A.S (Kajian Surat 
An-Naml ayat 23-44)”, 29. 
 


































mereka tidak mendapat petunjuk, mereka (juga) tidak menyembah 
Allah yang mengeluarkan apa yang terpendam di langit dan di bumi 
dan yang melihat apa yang kamu sembunyikan dan yang kamu 
nyatakan. Allah, tidak ada tuhan melainkan Dia, Tuhan yang 
mempunyai ‘Arsy yang agung.” 
Berdasarkan tafsir Fi Zhilalil-Qur’an VIII ayat diatas 
memiliki kisah yang menggambarkan setiap tokohnya. Sosok raja 
sekaligus seorang Nabi yaitu Nabi Sulaiman as. bersama 
pasukannya sedang melakukan pawai besar-besaran. Pada saat Nabi 
Sulaiman melakukan pemeriksaan terhadap pasukannya, ia tidak 
menemukan burung Hud-Hud yang menjadi komandan dalam pawai 
pasukan ini. Dari pemeriksaan itu dapat kita ketahui salah satu ciri 
khas Nabi Sulaiman yaitu responsif, teliti, dan tegas. Ia sama sekali 
tidak lalai dari keabsenan seorang prajurit dalam pawai besar-
besaran dan ramai yang terdiri dari manusia, jin, dan burung.38 
Ayat diatas menggambarkan sikap responsif Nabi Sulaiman 
sebagai pemimpin dan sikap responsif burung Hud-Hud sebagai 
anggota yang paham akan tugasnya. Jadi, sebagai pegawai front 
office sudah sepatutnya memberikan pelayanan secara cepat dan 
tepat. Ketika penerima layanan membutuhkan bantuan untuk 
 
38 Tafsir Fi Zhalalil-Qur’an VIII “Surat An-Naml diturunkan di Mekah Jumlah Ayat:93”, Lanjutan 
Juz XVIII-XIX, 395. 
 


































mendapatkan informasi, maka respon lah dengan cepat dan tepat 
agar informasi yang diberikan dapat diterima dengan jelas. 
Daya tanggap disini sebagai bentuk profesional pegawai 
front office dalam memberikan pelayanan terbaik, memperhatikan 
harapan dan kebutuhan penerima layanan akan informasi yang 
dibutuhkan. Profesional dalam bekerja disebutkan dalam Al-Qur’an 
Surat Al-Israa ayat 84. 
لَمُ  َربُُّكم  فَ  َشاِكلَتِهِ  َعلَى ع َملُ ي   ُكل   قُل   َسبِي لا  أَه دَى هُوَ  َمن  بِ  أَع   
Artinya: Katakanlah: “Tiap-tiap orang berbuat menurut keadaannya 
masing-masing”. Maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih 
benar jalan-Nya. 
Jadi, jika seseorang yang bekerja sesuai dengan profesinya 
secara maksimal, maka akan menghasilkan yang baik bagi orang 
lain. Namun juga tidak melupakan akhirat nya, yaitu dengan 
beribadah kepada Allah SWT. 
c. Assurance (jaminan) 
Jaminan dalam hal ini yaitu jaminan terhadap informasi yang 
disampaikan, ketepatan waktu dan lain-lain. Sikap yang ramah dan 
sopan dari pegawai merupakan bagian dari dimensi ini. Hal tersebut 
dapat menarik perhatian dan membentuk hubungan baik diantara 
kedua belah pihak (penerima dan pemberi layanan). Sebagaimana 
 


































telah dijelaskan dalam Al-Qur’an Surat Al-An’am ayat 152 tentang 
berkata jujur, sebagai berikut:39 
ُكْم بِِه لَعَلَُّكْم   ذَِلُكْم َوصَّ
 وَ بِ عَ هْ دِ  هللاِ  اَ وْ فُ وْ ا قل
وَ اِ ذَ ا قُ لْ تُ مْ  فَ اعْ دِ لُ وْ ا وَ لَ وْ  كَ انَ  ذَ ا قُ رْ بَ ى ج
 تَذَكَُّرْونَ 
Artinya: “Apabila kamu berbicara, bicaralah sejujurnya, 
sekalipun ia kerabat (mu) dan penuhilah janji Allah. Demikianlah 
Dia memerintahkan kepadamu agar kamu ingat.” 
Berdasarkan ayat diatas jika dikaitkan dengan pelayanan dan 
dimensi assurance, maka berkatalah jujur terhadap informasi yang 
disampaikan. Kejelasan informasi yang diberikan oleh pegawai 
front office menjadi jaminan yang diberikan kepada masyarakat. 
Agar masyarakat merasa aman, nyaman dan puas terhadap 
pelayanan yang diterima. 
Sedangkan sikap ramah, lemah-lembut dan sopan telah 
dijelaskan dalam Al-Qur’an Surat Thahaa ayat 44.40 
َشى يَتَذَك رُ  ,ل عَل هُ  ل ي ِناا لا قَو   ,لَهُ  لَ  فَقُو يَخ  أَو   
Artinya: Maka berbicaralah kamu berdua kepadanya dengan 
kata-kata yang lemah lembut, mudah-mudahan ia ingat atau takut. 
Menurut pakar tafsir kontemporer, Imam Ibnu Asyur 
mengatakan maksud perkataan lembut adalah perkataan yang 
mengandung anjuran, ajakan, pemberian contoh, sehingga orang 
 
39 Hermawan Kartajaya dan M. Syakir Sula, Syariah Marketing, (Bandung: Mizan, 2006), 132. 
40 Hermawan Kartajaya dan M. Syakir Sula, Syariah Marketing, 132. 
 


































yang diajak tidak merasa tersinggung atau direndahkan. Begitu pun 
dengan seseorang yang mengajukan kritik atau pendapat, harus 
dengan kata-kata yang lembut pula. Sebab, substansi dakwah adalah 
menunjukkan kebenaran, bukan untuk kekuatan atau kekuasaan.41 
Penjelasan ayat diatas jika dihubungkan dengan pelayanan, 
maka dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat, seorang 
pegawai harus melayani dengan lemah lembut, sopan, dan ramah 
agar yang menerima pelayanan merasa puas.  
d. Empathy (kepedulian) 
Sikap kepedulian terhadap penerima layanan yang 
ditunjukkan dengan sikap komunikatif dan kepedulian terhadap 
kebutuhan penerima layanan. Hal ini merupakan wujud kepatuhan 
pemberi layanan terhadap perintah Allah SWT untuk selalu peduli 
terhadap kondisi dan kebutuhan orang lain, sebagaimana firman-
Nya dalam Q.S Al-Maidah ayat 2:42 
َونُْوا َعلَى اَِلثِْم واالعُدَْوان َوتَعَاَونُوا َعلَى اْلبِرَّ َوالتَّْقَوى َوَلَتَعَا  
Artinya: “Dan tolong menolonglah kamu dalam 
(mengajarkan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong menolong 
dalam berbuat dosa dan pelanggaran” 
Menurut Chadiq Charisma ayat diatas mengandung maksud 
agar saling tolong menolong dalam kebajikan yang mampu 
 
41 Duta Islamm, “Tafsir Surat Thaha Ayat 44, Etika Kritik Sosial”, September 02; 2019 diakses pada 
Februari 27, 2021 https://wmww.dutaislam.com/2019/09/tafsir-surat-thaha-ayat-44-etika-kritik-
sosial.html?=1  
42 M. Bustanun Naufal, “Kepedulian Sosial Dalam Perspektif Hadits”, 7. 
 


































menumbuhkan ketenangan hati. Kebajikan disini berbuat kebaikan 
yang dianjurkan oleh Allah, sedangkan takwa yaitu menjalankan 
semua perintahnya dan menjauhi larangannya untuk memelihara diri 
dari muka Allah.43 Al-Qur’an menyuruh kita saling tolong 
menolong dalam hal kebaikan, memberikan manfaat terhadap 
sesama umat, baik di dunia maupun di akhirat. Dengan demikian 
tumbuh lah rasa mengasihi, mencintai, menyayangi antar sesama.  
Berdasarkan hal tersebut, sikap empati ditunjukkan melalui 
hubungan, komunikasi, memahami dan perhatian terhadap 
kebutuhan serta keluhan masyarakat. Pelayanan yang baik yaitu 
pelayanan yang akan mendatangkan kesukaan, kepuasan dan 
meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan 
pemerintah.  
e. Tangible (bukti fisik) 
Bukti fisik yang dimaksud bukan hanya sarana prasarana 
yang ada di suatu lembaga, namun dari segi penampilan pegawai 
front office merupakan penilaian pada dimensi ini. Santun, rapi 
dalam berbusana sebagaimana telah dijelaskan dalam QS. Al-A’raf 
ayat 26:44 
َوِلبَاُس التَّْقَوى ذَِلَك َخْيٌر  ايشً رِ وَ  مْ كُ آتِ وْ ي سَ ارِ وَ يُ ا اسً بَ لِ  مْ كُ يْ لَ ا عَ نَلْ نزَ أَ دْ قَ  مَ ي آدَ نِ ا بَ يَ 
ِ لَعَلَّ  ُهْم يَذَّكَُّرونَ ذَِلَك ِمْن آيَاِت َّللاَّ  
 
43 Moh. Chadiq Charisma, Tiga Aspek Kemukjizatan Al-Qur’an, (Surabaya: Bina Ilmu, 1991), 96. 
44 Sunardi dan Sri Handayani, “Kualitas Pelayanan dalam Islam dan Kepercayaan terhadap Lembaga 
Amil Zakat Infaq Sedekah Rumah Yatim Arrohman Indonesia”, Islaminomic Jurnal, 88-89. 
 


































Artinya : Hai anak adam, sesungguhnya kami telah 
menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu dan 
pakaian indah untuk perhiasan. Dan pakaian takwa itulah yang 
paling baik. Yang demikian itu adalah se bahagian dari tanda-tanda 
kekuasaan Allah, mudah-mudahan mereka selalu ingat. 
Pakaian dapat menjadi alat komunikasi dan untuk 
mengekspresikan makna. Menurut Ronald B. Adler dan George 
Rodman dalam bukunya Understanding Human Communication, 
bahwa komunikasi non-verbal yang penting adalah cara berpakaian. 
Pakaian tidak hanya melindungi kita dari panas dan dingin, namun 
pakaian dapat menjadi indikator dari status sosial ekonomi 
seseorang, penanda dari peran-peran tertentu (ABRI, Pegawai 
Negeri Sipil) dan sebagainya.45 
 
B. Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
1. Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
Pelayanan terpadu satu pintu merupakan bentuk dari reformasi 
birokrasi pemerintah dengan sasaran yang ingin dicapai yakni 
terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. 
Penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu dimaksudkan 
memberikan kemudahan dan kepastian memperoleh pelayanan. 
 
45 Rivan Fahrizah Akbar dkk, “Nilai-Nilai Pendidikan yang Terkandung dalam Surat Al-A’raf ayat 
26-27 tentang Pakaian Takwa (Libasut Takwa) Sebagai Identitas Kaum Muslimin” Jurnal 
Pendidikan Agama Islam, Vol. 4 No. 1 (2018): 54.  
 


































Kemudahan dan kepastian memperoleh informasi mengenai tempat, 
waktu, biaya, persyaratan, prosedur, penyampaian dan penyelesaian 
pengaduan pelayanan.46 
Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 
Nomor 63 Tahun 2004 menyatakan adanya empat pola pelayanan, 
yaitu:47 
a. Fungsional : pola pelayanan publik diberikan oleh penyelenggara 
pelayanan, sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan. 
b. Terpusat : pola pelayanan publik diberikan secara tunggal oleh 
penyelenggara pelayanan terkait lainnya yang bersangkutan 
c. Terpadu : pola penyelenggara pelayanan publik terpadu dibedakan 
menjadi dua yaitu : 
1) Terpadu satu atap : pola pelayanan terpadu satu atap 
diselenggarakan dalam satu tempat yang meliputi berbagai jenis 
pelayanan yang tidak mempunyai keterkaitan proses dan 
dilayani melalui beberapa pintu. Terhadap jenis pelayanan yang 
sudah dekat dengan masyarakat tidak perlu di satu atap kan. 
2) Terpadu satu pintu : pola pelayanan terpadu satu pintu 
diselenggarakan pada satu tempat yang meliputi berbagai jenis 
pelayanan yang memiliki keterkaitan proses dan dilayani 
melalui satu pintu. 
 
46 Evi Setyowati, “Manajemen Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kota Administrasi Jakarta Barat” 
Skripsi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, (Juni 2017), 26. 
47 Yusriadi, Reformasi Birokrasi dalam Pelayanan Publik Bureaucratic reform in public service, 
(Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018), 90-91 
 


































Proses penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu dimulai dari 
tahap permohonan sampai terbitnya dokumen yang dilakukan secara 
terpadu dalam satu tempat. Artinya masyarakat atau penerima layanan 
hanya perlu datang dan bertemu dengan petugas PTSP atau biasa disebut 
dengan pegawai front office.48 Dengan adanya pelayanan terpadu satu 
pintu ini diharapkan masyarakat lebih dimudahkan apabila 
membutuhkan pelayanan, karena tidak perlu melewati birokrasi yang 
terlalu panjang. 
Selain memudahkan masyarakat dalam pelayanan, Pelayanan 
Terpadu satu Pintu juga memudahkan pengarsipan surat menyurat dan 
hubungan internal yaitu antara pegawai satu dengan yang lain atau Kasi 
satu dengan Kasi yang lain.49 Mengingat bagian PTSP adalah penyalur 
layanan ke seksi-seksi lainnya, maka peranan PTSP ini sangat penting 
dalam suatu lembaga. 
Pelayanan terpadu satu pintu sebagai bentuk reformasi birokrasi 
dalam menyederhanakan suatu pelayanan memiliki sasaran sebagai 
berikut:50 
a. Terwujudnya pelayanan yang cepat, murah, mudah, transparan, 
pasti, terjangkau, dan akuntabel 
 
48 Suhartoyo, “Implementasi Fungsi Pelayanan Publik dalam Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
(PTSP)”, Administrative Law & Governance Journal, Vol. 2 Issue 1, (Maret 2019): 154. 
49 Wawancara dengan Kepala Sub Bagian Tata Usaha Kantor Kementerian Agama Kabupaten 
Mojokerto pada 24 September 2020. 
50 Fatah Hidayat, dkk, “Implementasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP): Pendelegasian 
Kewenangan Setengah hati (Studi terhadap Penyelenggaraan PTSP di Badan Pelayanan Perizinan 
Terpadu Kabupaten Banyuwangi)” Jurnal Politico, Vol. 18 No. 1 (Maret, 2018), 152. 
 


































b. Meningkatkan hak-hak masyarakat terhadap pelayanan yang 
diterima 
2. Tujuan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
Penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu bertujuan untuk 
mempermudah pelayanan terhadap masyarakat, memangkas birokrasi 
yang terlalu panjang agar terciptanya pelayanan yang maksimal. Selain 
itu tujuan adanya pelayanan terpadu satu pintu menurut Keputusan 
Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2018 tentang 
Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu 
Kementerian Agama pada Bab III mengenai penyelenggaraan yaitu:51 
a. Mendekatkan layanan kepada masyarakat 
b. Menyederhanakan proses layanan 
c. Mewujudkan pelayanan cepat 
d. Memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk memperoleh 
pelayanan 
e. Meningkatkan kualitas pelayanan publik 
f. Memberikan jaminan kepastian  
3. Standar Pelayanan 
Penyelenggaraan pelayanan terpadu wajib menyusun, menetapkan 
dan menerapkan standar pelayanan setiap jenis pelayanan yang 
diselenggarakan. Standar pelayanan yang disusun, ditetapkan, dan 
 
51 Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2018 tentang Petunjuk 
Pelaksanaan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kementerian Agama 
 


































diterapkan wajib digunakan sebagai tolok ukur dan acuan penilaian 
kualitas penyelenggaraan pelayanan. Rancangan standar pelayanan 
paling sedikit memuat komponen-komponen sebagai berikut: 
a. Dasar hukum 
b. Persyaratan 
c. Sistem, mekanisme, dan prosedur 
d. Jangka waktu penyelesaian 
e. Biaya atau tarif 
f. Produk pelayanan 
g. Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas 
h. Kompetensi pelaksana 
i. Jumlah pelaksana 
j. Pengawasan internal 
k. Penanganan pengaduan, saran, dan masukan 
l. Jaminan pelayanan 
m. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk 
komitmen untuk memberikan rasa ama, bebas dari bahaya, dan 
resiko keragu-raguan 
n. Evaluasi kinerja pelaksana 
Pelayanan disebut sangat baik apabila sesuai dengan standar 
pelayanan yang telah dimiliki oleh lembaga yang dapat menjadi ukuran 
 


































dalam memberikan rasa puas kepada masyarakat atau penerima 
layanan.52 
Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 
65 Tahun 2016 tentang Pelayanan Terpadu Pada Kementerian Agama 
pasal 12 ayat 2 pada Bab V terkait standar pelayanan publik meliputi 
komponen standar pelayanan pada proses service delivery yaitu:53 
a. Persyaratan 
b. Sistem, mekanisme, dan prosedur 
c. Jangka waktu pelayanan 
d. Biaya/tarif 
e. Produk pelayanan 
f. Penanganan pengaduan, saran, dan masukan 
4. Standar Operasional Prosedur 
Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) sebagai pemberi layanan 
pertama kali dan merupakan penyalur layanan ke seksi-seksi lainnya 
yang ada di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto, maka 
perlu adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai pedoman 
jalannya suatu layanan. 
Menurut Arini T. Soemohadiwidjojo Standar Operasional Prosedur 
(SOP) adalah panduan yang digunakan untuk mengatur kegiatan 
 
52 Agus Hiplunudin, Kebijakan Birokrasi, dan Pelayanan Publik Tinjauan Kritis Ilmu Administrasi 
Negara, (Yogyakarta: Calpilus, 2017), 108. 
53 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2016 tentang Pelayanan Terpadu 
Pada Kementerian Agama, 7. 
 


































operasional di suatu organisasi atau perusahaan agar berjalan dengan 
sistematis.54 
Menurut Hadiwiyono dan Panjaitan bahwa Standar Operasional 
Prosedur (SOP) adalah pedoman yang berisi prosedur operasional 
standar yang ada di dalam suatu organisasi yang digunakan untuk 
memastikan bahwa setiap keputusan, langkah, tindakan, dan 
penggunaan fasilitas yang dilaksanakan telah berjalan secara efektif.55 
Sedangkan menurut Tambunan, Standar Operasional Prosedur 
(SOP) adalah prosedur operasional standar yang digunakan sebagai 
pedoman dalam perusahaan untuk memastikan langkah kerja setiap 
anggota telah berjalan secara efektif dan konsisten, serta memenuhi 
standar dan sistematika.56 
Jadi dapat disimpulkan bahwa Standar Operasional Prosedur (SOP) 
adalah prosedur suatu standar operasional di suatu lembaga yang 
digunakan untuk mengatur jalannya suatu pekerjaan, keputusan, 
tindakan seluruh anggota dalam suatu lembaga agar berjalan dengan 
efektif. 
 
54 Airin T. Soemohadiwidjojo, Mudah menyusun SOP, (Jakarta: Penebar Plus, 2014), 11. 
55 Muhammad Kadafi dan Amirudin, “Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Program 
Studi Di Politeknik Negeri Samarinda Yang Mengacu Pada Penelitian Standar Akreditasi Badan 
Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) Menggunakan Program Mind Manager dan 
Microsoft Visio” Jurnal Internasional 
56 Sheila Vania Winata, “Perencanaan Standard Operating Procedure (SOP) Pada Chocolab”, 
Jurnal Manajemen dan Start-Up Bisnis, Vol. 1 No. 1, (2016), 78. 
 


































Sebagai penerima pelayanan pertama kali hal ini sangat penting 
untuk dimiliki oleh bagian pelayanan terpadu satu pintu. Tujuannya 
adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) ini yaitu:57 
a. Mempertahankan konsistensi kerja pegawai 
b. Mengetahui peran dan fungsi kerja pada setiap bagian 
c. Memperjelas langkah-langkah tugas, wewenang dan tanggung 
jawab 
d. Menghindari kesalahan administrasi 
e. Menghindari kesalahan, keraguan, duplikasi dan inefisiensi. 
 
C. Kualitas Pelayanan Front Office dalam Penyelenggaraan Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu 
Aspek kualitas dalam penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu 
Pintu (PTSP) menjadi salah satu indikator untuk menilai keberhasilan 
pelayanan.58 Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) merupakan bentuk 
perubahan birokrasi pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada 
masyarakat. 
Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) diharapkan dapat memangkas 
birokrasi yang terlalu panjang sehingga dapat mempermudah pelayanan. 
Kualitas pelayanan dapat dicapai apabila birokrasi pemerintah dapat 
menjawab kebutuhan masyarakat. dengan memperhatikan nilai-nilai 
 
57 Winata, “Perencanaan….”, 78. 
58 Abdul Sabaruddin, Manajemen Kolaborasi Dalam Pelayanan Publik, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 
2015), 12. 
 


































demokrasi. Maka dari itu dibutuhkan kesadaran dan keahlian sumber daya 
manusia dalam mengidentifikasi kebutuhan dengan melakukan strategi 
pelayanan dengan baik. 
Kualitas pelayanan dapat didasari oleh pengetahuan dari latar 
belakang pegawai front office yang dapat dilihat dari sikapnya, asal-usulnya, 
riwayat pendidikan, pengalaman kerja, suku bangsa, dan adat istiadat yang 
dipercayainya.59 Hal tersebut dapat dipertimbangkan oleh suatu lembaga 
untuk menyamakan kualitas pegawai yang ada di bagian PTSP. Karena jika 
pegawai memiliki kemampuan dan pengetahuan sesuai dengan apa yang 
diharapkan oleh lembaga tersebut, maka dapat menciptakan kualitas dari 
pelayanan yang telah diberikan.  
Pada hakikatnya pelayanan adalah sebuah proses, sebagai proses 
pelayanan dilakukan secara rutin dan terus-menerus secara 
berkesinambungan. Selain itu, hakikat pelayanan menurut Sedarmayanti, 
antara lain:60 
1. Meningkatkan kualitas dan produktifitas pelaksanaan tugas dan fungsi 
instansi pemerintah di bagian pelayanan umum 
2. Mendorong upaya mengefektifkan sistem dan tata laksana pelayanan 
3. Mendorong tumbuhnya kreatifitas, inisiatif dan meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat luas. 
 
59 Kasmir, Customer Service Excellent: Teori dan Praktik, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), 53. 
60 Hardiyansyah, Kualitas Pelayanan Publik (Edisi Revisi), (Yogyakarta: Gava Media, 2018), 105 
 


































Jika proses tersebut dapat dilakukan dengan baik dan mampu 
memberikan pelayanan yang diharapkan oleh masyarakat penerima 
layanan, maka dapat menghasilkan kepuasan masyarakat. Pelayanan yang 
diharapkan menurut Moenir adalah pelayanan seperti:61 
1. Kemudahan dalam pengurusan kepentingan 
2. Mendapatkan pelayanan yang wajar 
3. Mendapatkan perlakuan yang sama tanpa pilih kasih 
4. Mendapatkan perlakuan yang jujur dan terus terang 
Kementerian Agama sebagai penyedia layanan dan pelaksana 
kebijakan layanan publik berusaha untuk memenuhi standar layanan publik 
sesuai dengan harapan masyarakat yaitu transparansi, tidak diskriminatif, 
terjangkau, proses mudah dan mempunyai akuntabilitas tinggi.62 Keluhan 
masyarakat penting untuk dicermati sebagai masukan untuk meningkatkan 
kinerja pegawai dan standar pelayanan. 
Fungsi front office dalam hal ini yaitu mampu memahami dan 
mendengarkan kebutuhan masyarakat melalui keluhan yang diterima 
maupun pertanyaan tentang keinginan, kebutuhan dan harapan penerima 
layanan. Salah satu aspek penting dalam melayani masyarakat adalah 
mengetahui karakteristik penerima layanan.63 Dengan pemberian pelayanan 
yang terbaik kepada penerima layanan, maka akan menimbulkan rasa puas 
yang akan berimbas pada pelayanan di kemudian hari. Sebagai penyedia 
 
61 Kasmir, Customer Service Excellent…., 53. 
62 Hardiyansyah, Kualitas Pelayanan…, 107 
63 Freddy Rangkuti, Customer Care Service Meningkatkan Kinerja Perusahaan Melaui Pelayanan 
Prima Plus Analisis Kasus Jasa Raharja, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Umum, 2017), 168-169. 
 


































layanan pada lembaga pemerintah ini harus diperhatikan, karena pada saat 
penerima layanan di mudah kan dalam melakukan pelayanan maka tidak 
ada rasa takut akan pelayanan yang rumit dan melakukan pelayanan terlalu 
panjang yang membutuhkan waktu cukup lama. 
Kualitas pada dasarnya terkait dengan pelayanan yang baik yaitu 
sikap pegawai dalam melayani masyarakat secara memuaskan, melayani 
setiap saat, secara cepat, berlaku sopan, ramah, dan profesional. Tingkat 
kepuasan masyarakat terhadap unsur-unsur pelayanan berdasarkan 
Keputusan Menpen No. 25/KEP/M.PAN/2/2004, antara lain:64 
1. Prosedur pelayanan, yaitu kesederhanaan pelayanan yang dilihat dari 
alur pelayanan  
2. Persyaratan pelayanan, yaitu persyaratan teknis dan administratif yang 
diperoleh untuk mendapatkan pelayanan sesuai dengan jenis 
pelayanannya 
3. Kejelasan petugas pelayanan, yaitu kepastian dari pegawai front office 
berupa nama, jabatan, wewenang dan tanggung jawab 
4. Kedisiplinan pegawai front office, yaitu kesungguhan pegawai dalam 
memberikan pelayanan, terutama terhadap waktu kerja sesuai dengan 
ketentuan yang berlaku 
5. Tanggung jawab pegawai front office, yaitu kejelasan wewenang dan 
tanggung jawab dalam penyelenggaraan dan penyelesaian pelayanan 
 
64 Agus Hiplunudin, Kebijakan, Birokrasi, dan Pelayanan Publik, (Yogyakarta: Calpilus, 2017), 
120-121 
 


































6. Kemampuan pegawai front office, yaitu tingkat keahlian yang dimiliki 
petugas dalam memberikan atau menyelesaikan pelayanan 
7. Kecepatan pelayanan, yaitu target waktu pelayanan dapat diselesaikan 
tepat waktu 
8. Keadilan mendapatkan layanan, yaitu pelaksanaan pelayanan dengan 
tidak membedakan golongan/status masyarakat yang dilayani 
9. Kesopanan dan keramahan pegawai front office, yaitu sikap dan perilaku 
pegawai dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara sopan 
dan ramah serta saling menghargai dan menghormati. 
10. Kewajaran biaya pelayanan, yaitu kesesuaian yang dibayarkan dengan 
biaya yang ditetapkan 
11. Kepastian jadwal pelayanan, yaitu pelaksana waktu pelayanan sesuai 
yang telah ditetapkan 
12. Kenyamanan lingkungan, yaitu kondisi sarana prasarana pelayanan 
yang bersih, rapi dan teratur agar dapat memberikan rasa nyaman 
kepada penerima pelayanan 
13. Keamanan pelayanan, yaitu terjaminnya tingkat keamanan lingkungan 
PTSP atau sarana yang digunakan, agar masyarakat merasa aman dalam 
melakukan pelayanan dan tidak ada resiko yang diakibatkan oleh 
pelaksanaan pelayanan. 
 


































Berdasarkan hal tersebut analisis kualitas pelayanan yang dimaksud 
dapat dilihat dari lima dimensi menurut Fitzsimmons sebagai ukurannya, 
yaitu sebagai berikut:65 
a. Reliability, kemampuan front office dalam memberikan pelayanan 
kepada masyarakat dengan tepat dan benar.66 Kemampuan yang 
dimaksud bukan hanya kemampuan dari pegawai front office namun 
kemampuan kerja dan konsistensi kerja juga diukur dalam dimensi ini.67 
b. Responsiveness, pegawai front office harus memiliki kesadaran untuk 
memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan cepat.68 Pegawai 
front office harus memberikan respon kepada setiap keluhan dari 
masyarakat atau penerima layanan, selain itu pegawai front office harus 
melakukan pelayanan secara cepat, cermat, dan tepat waktu.69 
c. Assurance, sikap sopan, keramahan pegawai front office, kemampuan 
komunikasi yang baik, percaya diri dan pengetahuan dari pegawai front 
office dapat memberikan rasa percaya masyarakat atau penerima 
layanan.70 Pada dimensi ini pegawai front office harus memberi jaminan 
terhadap layanan yang diberikan. Seperti, jaminan ketepatan waktu 
 
65 Yusriadi, Reformasi Birokrasi Pelayanan Publik dalam Pelayanan Publik, (Yogyakarta: CV Budi 
Utama, 2018), 80. 
66 Yusriadi, Reformasi Birokrasi…., 80. 
67 Mumuh Muksin dan Engkus, “Analisis Kualitas Pelayanan Dalam Tata Kelola Sampah Di 
Kabupaten Sumedang”, Jurnal Ilmiah Manajemen, Vol. 1 No. 1, (April 2020), 37 
68 Yusriadi, Reformasi Birokrasi Pelayanan Publik dalam Pelayanan Publik, (Yogyakarta: CV Budi 
Utama, 2018), 80. 
69 Mumuh Muksin dan Engkus, “Analisis Kualitas Pelayanan Dalam Tata Kelola Sampah Di 
Kabupaten Sumedang” Jurnal Ilmiah Manajemen, Vol.1 No. 1, (April 2020), 38. 
70 Yusriadi, Reformasi Birokrasi Pelayanan Publik dalam Pelayanan Publik, (Yogyakarta: CV Budi 
Utama, 2018), 80. 
 


































pelayanan, jaminan biaya, dan jaminan legalitas pelayanan.71 Jika 
pegawai front office mampu memberikan jaminan-jaminan tersebut dan 
mampu menyampaikan dengan baik, maka dapat meningkatkan kualitas 
pelayanan itu sendiri. Karena penyampaian informasi terhadap layanan 
yang diberikan dapat menentukan bagaimana pelayanan yang 
berkualitas itu. 
d. Empathy, kemampuan pegawai front office dalam memberikan 
pelayanan kepada masyarakat dengan penuh perhatian, dan berusaha 
untuk mengetahui keinginan dan kebutuhan masyarakat.72 Rasa penuh 
perhatian dalam dimensi ini sangat diperlukan, karena setiap keluhan 
dari masyarakat atau penerima layanan akan selalu ada. Sikap sabar dan 
rasa perhatian harus dimiliki oleh pegawai front office agar dapat 
meningkatkan kepuasan masyarakat atau penerima layanan atas 
pelayanan yang telah diberikan. Kepuasan masyarakat atau penerima 
layanan sangat berpengaruh pada kualitas pelayanan, jadi petugas front 
office harus mendahulukan kepentingan masyarakan atau tidak 
mencampur adukkan urusan pribadi dengan penerima layanan agar tidak 
mengakibatkan suatu penilaian yang buruk bagi lembaga. Selain itu, 
pegawai front office harus melayani dengan sikap sopan santun, tidak 
 
71 Mumuh Muksin dan Engkus, “Analisis Kualitas Pelayanan Dalam Tata Kelola Sampah Di 
Kabupaten Sumedang”, Jurnal Ilmiah Manajemen, Vol. 1 No 1, (April 2020), 38-39. 
72 Yusriadi, Reformasi Birokrasi Pelayanan Publik dalam Pelayanan Publik, (Yogyakarta: CV Budi 
Utama, 2018), 81. 
 


































membeda-bedakan, dapat menghargai masyarakat atau penerima 
layanan.73 
e. Tangible, penilaian tentang sesuatu yang dapat dilihat dan dirasakan 
masyarakat atau penerima layanan, seperti penampilan para pegawai 
front office dan sarana prasarana yang ada.74 Kualitas pelayanan pada 
dimensi ini berupa penampilan pegawai front office yang rapi, sopan, 
dan menarik. Selain itu, sarana fisik yang dirasakan dan dilihat oleh 
pemberi layanan dan penerima layanan seperti: 
1) Komposisi ruang (ruang tunggu, ruang konsultasi, front office, back 
office, arsip, disabilitas, parkir dan toilet) 
2) Sarana kerja (komputer, internet, telepon, foto copy, printer dan CCTV) 
3) Media informasi (tanda arah kantor, papan nama kantor, petunjuk alur 
pelayanan, brosur, kotak saran) 
4) Sistem informasi (sistem informasi masing-masing jenis layanan, sistem 
antrian, sistem monitoring dan evaluasi, website).75 
  
 
73 Mumuh Muksin dan Engkus, “Analisis Kualitas Pelayanan Dalam Tata Kelola Sampah Di 
Kabupaten Sumedang”, Jurnal Ilmiah Manajemen, Vol 1 No 1, (April 2020), 39-40 
74 Yusriadi, Reformasi Birokrasi Pelayanan Publik dalam Pelayanan Publik, (Yogyakarta: CV Budi 
Utama, 2018), 81. 
75 Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2018 Tentang Petunjuk 
Pelaksanaan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kementerian Agama 
 




































A. Jenis Penelitian 
Penelitian tentang analisis kualitas front office dalam 
penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Kantor 
Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto menggunakan pendekatan 
penelitian kualitatif. Bogdan dan Taylor mengatakan bahwa penelitian 
kualitatif merupakan prosedur observasi yang mempunyai hasil data 
deskriptif baik berupa lisan maupun tulisan yang didapat dari suatu proses 
pengamatan.76 Sedangkan menurut Mantra mengemukakan metode 
kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif 
berupa kata-kata atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat 
diamati.77 
Penelitian yang digunakan oleh peneliti yaitu kualitatif dengan 
maksud untuk memperoleh informasi mendalam dan mengetahui kualitas 
pelayanan front office dalam penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu 
di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto. 
 
B. Lokasi Penelitian 
Penelitian ini dilakukan di Kantor Kementerian Agama Kabupaten 
Mojokerto yang beralamat di Jalan RA Basuni No. 28-A Kecamatan Sooko 
 
76 Lexy Moeloeng, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000), 3. 
77 Sandu Siyoto dan Ali Sodik, Dasar Metodologi Penelitian, (Yogyakarta: Literasi Media 
Publishing, 2015), 28. 
 




































Kabupaten Mojokerto.78 Peneliti tertarik untuk meneliti pada Sub Bagian 
Tata Usaha Bagian Pelayanan Terpadu Satu Pintu karena bagian ini menjadi 
pusat dilakukannya suatu pelayanan yang akan diberikan kepada 
masyarakat. Sedangkan alasan menjadikan Kantor Kementerian Agama 
Kabupaten Mojokerto pada Bagian Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai 
objek penelitian ini, karena peneliti ingin mengetahui kualitas dari 
pelayanan yang telah diberikan semenjak didirikannya Pelayanan Terpadu 
Satu Pintu (PTSP) hingga saat ini. Karena semenjak didirikannya PTSP 
belum adanya penilaian tentang kualitas pelayanan tersebut. 
 
C. Sumber Data dan Informan Penelitian 
Menurut teori kualitatif, agar penelitiannya betul-betul berkualitas, 
maka data yang dikumpulkan harus lengkap dengan demikian 
diperlukannya sumber data penelitian. Adapun sumber data yang digunakan 
yaitu berupa data primer dan data sekunder, sebagai berikut: 
1. Data Primer 
Data primer adalah data dalam bentuk kata-kata yang diucapkan 
secara lisan, perilaku yang dilakukan oleh subjek yang dijadikan sebagai 
informan penelitian yang berkenaan dengan variabel yang diteliti.79 
Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh dari observasi dan 
 
78 Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, “Alamat Kantor Kementerian Agama 
Kabupaten/Kota” diakses pada 4 februari 2021 http://jatim.kemenag.go.id/artikel/19950  
79 Sandu Siyoto dan Ali Sodik, Dasar Metodologi Penelitian, (Yogyakarta: Literasi Media 
Publishing, 2015), 28. 
 




































wawancara dengan kepala Sub Bagian Tata Usaha. Koordinator PTSP, 
Pegawai front office, dan masyarakat penerima layanan, 
2. Data Sekunder 
Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen 
grafis (tabel, catatan, notulen rapat dan lain-lain), foto-foto, film, 
rekaman video, benda-benda, dan sumber data lainnya untuk menunjang 
data primer.80 Data sekunder dalam penelitian ini yaitu berupa 
dokumen-dokumen yang sudah ada sebelum peneliti melakukan 
penelitian di lapangan 
Sedangkan informan penelitian dalam penelitian kualitatif itu sangat 
penting, karena peneliti dapat mengetahui banyak hal tentang penjelasan 
data maupun informasi yang dibutuhkan oleh peneliti terkait kondisi objek 
penelitiannya. Berikut informan penelitian dalam penelitian ini yaitu: 
Tabel 3.1 Informan Penelitian 
No Informan Bentuk Data 
1 
Kepala Sub Bagian Tata 
Usaha 
Profil, visi misi, sejarah awal mula 
didirikannya Bagian Pelayanan Terpadu 
Satu Pintu (PTSP), kualitas pelayanan, dan 
penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu 
Pintu 
2 Pegawai Front Office 
Informasi mengenai penyelenggaraan 
Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan 





Informasi mengenai kualitas pelayanan 
yang diterima dan penyelenggaraan 
Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) 
 
 
80 Siyoto, Dasar Metodologi…., 28. 
 




































D. Teknik Pengumpulan Data 
1. Observasi 
Observasi adalah metode pengumpulan data yang menggunakan 
pengamatan terhadap objek penelitian baik secara langsung maupun 
tidak langsung.81 Menurut Yulius Slamet teknik observasi adalah teknik 
pengumpulan data nonverbal yang sifatnya bukan hanya menggunakan 
penglihatan saja melainkan dengan pendengaran, penciuman, rasa, dan 
rabaan.82 Agar observasi yang dilakukan dengan maksimal maka perlu 
dilengkapi dengan instrumen pengamatan. Maka dalam penelitian 
analisis kualitas pelayanan front office terhadap penyelenggaraan 
Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Kantor Kementerian Agama 
Kabupaten Mojokerto peneliti hadir langsung dan ikut serta dalam 
kegiatan tersebut guna untuk memperoleh data dan mengetahui 
bagaimana pelayanan terpadu satu pintu di Kantor Kementerian Agama 
Kabupaten Mojokerto. 








1. Sikap front office kepada masyarakat 
2. Bertindak sesuai dengan tugas pokok dan 
fungsi front office 
3. Kemampuan berkomunikasi dengan 
masyarakat 
4. Memberikan pemahaman terhadap 
informasi yang diberikan 
 
81 Danu Eko Agustinova, Memahami Metode Penelitian Kualitatif, (Yogyakarta: Calpulis, 2015), 
36-37 
82 Yulius Slamet, Pendekatan Penelitian Kualitatif, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2019), 87 
 




































5. Menunjukkan kewibawaan sebagai 
pemberi layanan 
2 Faktor yang 
mempengaruhi 
pelayanan 
1. Teknologi yang digunakan mampu 
mempermudah pekerjaan front office 
2. Sarana dan prasaran yang mendukung 
3. Kemampuan kerjasama antar pegawai 




Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui tanya jawab 
antara pewawancara dengan responden. Metode wawancara yang 
digunakan dalam penelitian ini yaitu wawancara mendalam. Metode ini 
berhubungan dengan pendapat, persepsi, perasaan pengetahuan, 
pengalaman, dan pengindraan seseorang.83 Penelitian kualitatif sering 
menggabungkan teknik observasi partisipatif dengan wawancara 
mendalam. Berdasarkan hal tersebut peneliti akan mewawancarai 
beberapa informan, seperti Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Koordinator 
PTSP, Pegawai PTSP, dan beberapa dari masyarakat yang sedang 
melakukan perizinan di PTSP. Wawancara ini digunakan untuk 
mengetahui bagaimana penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu 
di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto dan mengetahui 
kualitas pelayanan pegawai front office. 
Tabel 3.3 Kisi-Kisi Wawancara 








2. Sistem, mekanisme, 
dan prosedur 
 
83 Basilius Redan Werang, Pendekatan Kuantitatif dalam Penelitian Sosial, (Yogyakarta: Calpulis, 
2015), 117 
 

















































3. Jangka waktu 
pelayanan 
4. Biaya/tarif 
5. Produk layanan 
6. Penanganan 









1. Dimensi Reliability 
2. Dimensi 
Renponsiveness 
3. Dimensi Assurance 
4. Dimensi Emphaty 











2. Sistem dan prosedur 
kerja 
3. Kemampuan 
4. Sikap dan perilaku 
pegawai 
5. Teknologi 
6. Sarana dan prasarana 
 
3. Dokumentasi 
Dokumentasi merupakan metode yang digunakan untuk mencari 
dan mencatat dokumen-dokumen yang terdapat dalam Lembaga.84 
Metode dokumentasi dalam penelitian ini digunakan untuk 
mendapatkan beberapa dokumen seperti profil PTSP, visi misi, struktur 
organisasi, foto kegiatan pelayanan, SOP dan dokumen lainnya di 
Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto. 
Tabel 3.4 Indikator Kebutuhan Data Dokumentasi 
No Kebutuhan Data 
1 Dokumen profil, visi misi, struktur organisasi 
 
84 Restu Kartiko, Asas Metodologi penelitian (Sebuah Pengenalan dan Penuntun Langkah demi 
Langkah Pelaksanaan Penelitian), (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 73. 
 




































2 Dokumen personalia lembaga 
3 Dokumen kebijakan terkait pelayanan terpadu satu pintu 
4 Dokumen standar pelayanan 
5 Dokumen standar operasional prosedur 
 
E. Teknik Analisis Data 
Analisis data adalah proses mencari dan menyusun data yang 
diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan cara 
mengorganisasikan data ke dalam beberapa kategori yang akan dipelajari 
dan membuat kesimpulan agar mudah dipahami sendiri maupun dipahami 
orang lain.85 Menurut Miles dan Huberman analisis data kualitatif dilakukan 
secara interaktif dan terus menerus sampai selesai, sehingga datanya 
jenuh.86 
Peneliti menggunakan analisis data berdasarkan model Miles dan 
Huberman yang terdapat 3 tahap, yaitu: 
1. Reduksi Data 
Reduksi data adalah penyempurnaan data, baik pengurangan data 
yang dirasa kurang perlu dan penambahan data yang dirasa masih 
kurang.87 Reduksi data adalah kegiatan merangkum, memilih hal-hal 
pokok, memfokuskan pada hal-hal penting dan membuang yang tidak 
penting.88 Berdasarkan hal tersebut, peneliti mengumpulkan data 
 
85 Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, (Bandung: 
Alfabeta, 2015), 338. 
86 Danu Eko Agustinova, Memahami Metode Pendekatan Kualitatif Teori & Praktik, (Yogyakarta: 
Calpulis, 2015), 63 
87 Agustinova, Memahami Metode…., 64 
88 Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. (Bandung: 
Alfabeta, 2015), 339. 
 




































mengenai kualitas pelayanan front office dalam penyelenggaraan 
pelayanan terpadu satu pintu. Data yang sudah terkumpul selanjutnya 
dirangkum dan dipilah hal-hal yang dirasa perlu dicantumkan. Dengan 
mereduksi data peneliti akan mendapatkan kejelasan dan mudah untuk 
melakukan pengumpulan data selanjutnya terkait penelitian yang 
dilakukan. 
2. Penyajian Data 
Tahap selanjutnya setelah analisis data yaitu penyajian data. 
Penyajian data dalam hal ini yaitu kumpulan informasi yang telah 
tersusun dari uraian singkat, bagan, flowchart dan sejenisnya yang dapat 
dilakukan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.89 Setelah 
peneliti mengumpulkan data mengenai kualitas pelayanan front office 
dalam penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu, peneliti 
melakukan penyajian data dalam bentuk deskriptif. Data disajikan 
bertujuan untuk mempermudah peneliti ataupun pembaca dalam 
memahami informasi yang diperoleh di lapangan, sehingga peneliti 
dapat menentukan pengumpulan data selanjutnya.  
3. Penarikan Kesimpulan 
Tahap terakhir yaitu penarikan kesimpulan. Peneliti membuat 
kesimpulan terkait kualitas pelayanan front office dalam 
penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu yang diperoleh dari 
 
89 A Muri Yusuf, Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan Edisi 
Pertama, (Jakarta: Kencana, 2014), 408. 
 




































Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto, hasil dari reduksi 
data dan penyajian data. Penarikan kesimpulan merupakan proses 
perumusan makna dari hasil penelitian yang dilakukan dengan 
menggunakan kalimat singkat padat dan mudah dimengerti.90  
Dari penjelasan diatas mengenai tiga tahap teknik analisis data 
menurut Miles dan Huberman, maka dapat digambarkan melalui bagan 
dibawah ini: 













F. Keabsahan Data 
Untuk menetapkan keabsahan data diperlukan teknik pemeriksaan 
dengan menggunakan triangulasi. Triangulasi yaitu pengecekan data dari 
berbagai sumber dengan berbagai cara.91 Berdasarkan hal tersebut peneliti 
 
90 Agustinova, Memahami Metode…., 68. 
91 Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, (Bandung: 












































melakukan keabsahan data tentang kualitas pelayanan front office dalam 
penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu menggunakan dua macam 
triangulasi, yaitu: 
1. Triangulasi Sumber 
 Triangulasi sumber untuk mengecek data yang diperoleh melalui 
beberapa sumber. Peneliti membandingkan hasil wawancara dengan 
pengamatan tentang kualitas pelayanan front office dalam 
penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu. 
2. Triangulasi Metode 
Triangulasi metode untuk mengecek data kepada sumber yang sama 
dengan cara berbeda. Peneliti memperoleh data dengan wawancara, lalu 
dicek dengan observasi, dan dokumentasi terkait kualitas pelayanan 
front office dalam penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu.  
 



































HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
Penelitian ini dilakukan kurang lebih selama 6 bulan, mulai dari bulan 
Januari sampai Juni 2021. Pada bulan Januari peneliti melakukan observasi awal 
dan mencari lembaga yang sesuai dengan judul penelitian. Kemudian dirasa 
menemukan lembaga yang sesuai, pada tanggal 5 April 2021 peneliti memberikan 
surat permohonan penelitian kepada lembaga. Kemudian pada tanggal 13 April 
2021 peneliti dihubungi oleh pegawai front office untuk datang ke lembaga pada 
tanggal 15 April 2021 untuk menjelaskan tujuan dilakukannya penelitian di 
lembaga. Pada tanggal 16 April 2021 peneliti mulai melakukan penelitian. 
Pada laporan hasil penelitian yang berjudul analisis kualitas pelayanan front 
office dalam penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu ini disajikan dengan 
pemaparan data yang diperoleh dari observasi, wawancara dan dokumentasi. 
Kemudian dalam penyajian hasil penelitian dimaksudkan sebagai jawaban dari 
rumusan masalah. Sedangkan hasil penelitian berupa temuan-temuan peneliti 
selama penelitian yang kemudian dianalisis dan diinterpretasikan. 
A. Deskripsi Subjek 
Penelitian ini dilakukan di Kantor Kementerian Agama Kabupaten 
Mojokerto tepatnya di bagian Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Penelitian ini 
dilakukan melalui berbagai tahapan, yaitu tahap observasi, tahap wawancara 
dan tahap dokumentasi. Pada tahap wawancara peneliti mengambil beberapa 
 




































informan yang dianggap kompeten, sehingga dapat menghasilkan data yang 
relevan dengan judul penelitian. 
1. Sejarah Singkat Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto 
Kementerian Agama di Mojokerto sejak tahun 1950 dengan nama 
Jawatan Urusan Agama Bagian Kenaiban, dan berpusat di Jakarta yang 
dipimpin oleh KH. M. Sukri pada tahun 1963 hingga 1970. Tahun 1971 
Kantor Inspeksi Agama yang terdiri dari tiga bagian pernah menjadi Kantor 
Dinas Agama sesuai dengan bidangnya masing-masing, setahun berikutnya 
tepatnya tahun 1972 Kantor Dinas Agama kembali nama menjadi Kantor 
Inspeksi Agama. 
Pada tahun 1973 dibentuk Perwakilan Departemen Agama 
Kabupaten Mojokerto yang berinduk pada Perwakilan Departemen Agama 
Provinsi Jawa Timur di Surabaya. Ketiga Kantor Inspeksi Agama yang telah 
ada sebelumnya melebur menjadi Seksi ke dalam Perwakilan Departemen 
Agama Kabupaten Mojokerto, guna memperlancar program kerja dan 
operasional Kantor Perwakilan Departemen Agama.  Pemerintah daerah 
Mojokerto memfasilitasi dengan meminjamkan tempat / tanah guna dipakai 
untuk membangun gedung perkantoran dan dengan menggunakan dana 
APBN Pusat dibangunlah Kantor BP4 (Gedung Balai Nikah) Mojokerto. 
Pada tahun 1974 Kantor Perwakilan Departemen Agama Kabupaten 
Mojokerto dipimpin oleh Bapak Nazarrudin sampai dengan tahun 1977. 
Pada tahun 1977 Kantor Perwakilan Departemen Agama Kabupaten 
 




































Mojokerto resmi berubah nama menjadi Kantor Departemen Agama 
Kabupaten Mojokerto. 
Pada tahun 2010, melalui Peraturan Presiden No. 47 Tahun 2009 
yang merupakan implementasi dari UU No. 39 Tahun 2008, nama semua 
Departemen berubah menjadi Kementerian.  Begitu juga dengan 
Departemen Agama Republik Indonesia, berubah menjadi Kementerian 
Agama Republik Indonesia, maka Departemen Agama Kabupaten 
Mojokerto juga berubah menjadi Kementerian Agama Kabupaten 
Mojokerto. 
2. Gambaran Umum Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto 
Penelitian ini dilakukan di Kantor Kementerian Agama Kabupaten 
Mojokerto yang beralamat di Jalan RA Basuni No. 28-A Kecamatan Sooko, 
Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur. Secara geografis wilayah 
Kabupaten Mojokerto terletak antara 111°20’13” s/d 111°40’47” Bujur 
Timur dan antara 7°18’35” s/d 7°47” Lintang Selatan. Kantor Kementerian 
Agama Kabupaten Mojokerto memiliki 9 seksi dalam pengurusan layanan, 
diantaranya: (1) Sub Bagian Tata Usaha; (2) Seksi Pendidikan Madrasah; 
(3) Seksi Bimbingan Masyarakat Islam; (4) Seksi Penyelenggara Umrah dan 
Haji; (5) Seksi Pendidikan Agama Islam; (6) Seksi Pendidikan Diniyah dan 
Pondok Pesantren; (7) Seksi Penyelenggara Syariah; (8) Unit Kepegawaian; 
(9) Keuangan. 
Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan bagian baru di Kantor 
Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto. Pada tanggal 17 Juli 2019 
 




































diresmikan nya PTSP di Kantor Kementerian Agama Kabupaten 
Mojokerto. Layanan di PTSP dibagi menjadi dua yaitu One Day Service dan 
Non-One Day Service. One Day Service yaitu layanan yang dapat 
diselesaikan oleh petugas pada hari tersebut mulai dari pemohon mengisi 
formulir sampai dengan mendapatkan dokumen yang dibutuhkan.92 
Sedangkan Non-One Day Service yaitu layanan yang dapat diselesaikan 
oleh petugas pada beberapa hari ke depan, dengan menghitung hari efektif.93 
Visi Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto adalah terwujudnya 
masyarakat Kabupaten Mojokerto yang taat beragama, rukun, cerdas dan 
sejahtera lahir dan batin dalam rangka mewujudkan Kabupaten Mojokerto 
yang mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Berdasarkan 
visi tersebut Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto mengemban misi 
yaitu (1) Meningkatkan pemahaman dan pengamalan ajaran agama; (2) 
Memantapkan kerukunan intra dan antar umat beragama; (3) Menyediakan 
pelayanan kehidupan beragama yang merata dan berkualitas; (4) 
Meningkatkan pemanfaatan dan kualitas pengelolaan ekonomi keagamaan; 
(5) Mewujudkan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah yang berkualitas 
dan akuntabel; (6) Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan umum, 
pendidikan agama dan keagamaan; (7) Mewujudkan tata kelola 
pemerintahan yang bersih, akuntabel dan terpercaya. 
 
92 Hasil wawancara dengan Bapak Mahmud Fauzi selaku Penanggungjawab Pelayanan Terpadu 
Satu Pintu Pada Hari Selasa 27 April 2021 
93 Ibid. 
 




































Kementerian Agama sebagai pelayanan masyarakat memiliki dua 
pelayanan, yaitu pelayanan internal dan pelayanan eksternal. Pelayanan 
internal adalah melayani di bagian Sekretaris Jendral seperti umum, 
kepegawaian, dan keuangan. Sedangkan pelayanan eksternal meliputi 
bimbingan masyarakat islam, pelayanan di madrasah, dan haji.  
 
B. Hasil Penelitian 
Hasil penelitian ini merupakan hasil dari wawancara dan temuan 
peneliti terkait jawaban dari pertanyaan penelitian tentang “Analisis 
Kualitas Pelayanan Front Office Dalam Penyelenggaraan Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu Di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto”. 
1. Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kantor 
Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto 
Bapak Kepala Sub Bagian Tata Usaha menyatakan bahwa tujuan 
didirikannya PTSP ini agar dapat memberikan kemudahan dan 
kepastian terhadap layanan yang akan diterima oleh masyarakat. 
“PTSP ini dibentuk dengan tujuan agar kita bisa 
memberikan kemudahan pelayanan kepada 
masyarakat ya kepada customer. Disamping 
kemudahan juga ada kepastian pelayanan”94 
 
Bapak Kepala Sub Bagian Tata Usaha menambahkan bahwa 
sebelum dilaksanakannya pelayanan, adanya pengarahan yang 
 
94 Hasil Wawancara Dengan Bapak Mahmud Fauzi Selaku Kepala Sub Bagian Tata Usaha Sekaligus 
Penanggung Jawab PTSP Pada Hari Selasa 27 April 2021. 
 




































dilakukan untuk pegawai front office yaitu dengan memberikan 
pelayanan yang memuaskan dengan S3 (senyum salam sapa): 
“Tentunya kami sudah memberikan stretching kepada 
petugas kami terutama di front office yang berhadapan 
langsung dengan customer, jadi kami mohon untuk 
memberikan pelayanan yang memuaskan terutama 
adalah dengan sapa, dengan senyum dengan salam. 
Sapa senyum salam ini adalah hal yang utama”95  
 
Setiap hari ada dua pegawai front office yang ditugaskan untuk 
melayani masyarakat, dikarenakan pada masa pandemi pembagian 
jadwal kerja perlu dilakukan sesuai dengan surat edaran Menteri 
Agama. Sehingga menghasilkan jadwal Work From Office (WFO) dan 
Work From Home (WFH) yang di dalamnya memuat hari Senin ada dua 
pegawai, Selasa dua pegawai, Rabu dua pegawai, Kamis dua pegawai, 
dan Jumat satu pegawai. Hal ini didokumentasikan dalam pembagian 
jadwal kerja pegawai Pelayanan Terpadu Satu Pintu.96 (rincian lengkap 
dilihat pada lampiran 7) 
“yang menjadwal kan ya kami, jadi sesuai dengan waka 
dinas kepala kantor yang mengacu surat edaran Menteri 




95 Hasil Wawancara Dengan Bapak Fauzi Selaku Kepala Sub Bagian Tata Usaha Sekaligus 
Penanggung Jawab PTSP Paha Hari Selasa 27 April 2021 
96 Dokumentasi Jadwal Kerja Pegawai PTSP 
97 Hasil Wawancara Dengan Bapak Mahmud Fauzi Selaku Kepala Sub Bagian Tata Usaha 
Sekaligus Penanggung Jawab PTSP Pada Hari Senin 31 Mei 2021. 
 




































Dari hasil observasi juga terlihat bahwasanya terdapat dua 
pegawai front office yang bertugas setiap hari kecuali hari Jum’at hanya 
terdapat satu pegawai front office saja.98 
Agar dapat memberikan pelayanan yang memudahkan 
masyarakat, dengan mekanisme layanan di PTSP berupa pengguna 
layanan cukup datang ke PTSP dan bertemu dengan petugas Front 
Office saja, maka layanan yang diinginkan dapat terealisasi. Hal ini 
dapat meminimalisir interaksi antara pengguna layanan dengan petugas 
dalam rangka terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. 
(rincian lengkap dilihat pada lampiran 9) 
“…lah kemudian setelah itu baru dipersilahkan duduk 
untuk ditanyai apa keperluannya, apa yang bisa kami 
bantu sehingga nanti masyarakat itu kalau sudah 
mengetahui apa tujuannya dan sudah tepat sasarannya 
kemudian kami suruh menjawab tolong diberikan 
jawaban yang pasti dan memuaskan”99 
 
“…jadi bapak ibu tidak usah kesana kemari untuk 
berhubungan dengan beberapa orang, cukup duduk di 
PTSP.”100 
 
Bu Desi selaku pegawai front office juga menjelaskan bahwa 
proses pelayanan legalisir ijazah hanya cukup membawa persyaratan 
berupa ijazah asli dan foto copy ijazah yang sudah dilegalisir oleh 
madrasah maksimal 10 lembar. Setelah itu pegawai front office 
 









































memberikan formulir legalisir kepada penerima layanan agar dapat 
dimasukkan data tersebut ke dalam menu layanan pada aplikasi, 
kemudian dicetak disposisi yang akan diberikan pada bagian back office 
Seksi Pendidikan Madrasah agar dimintakan tanda tangan Bapak Kepala 
Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto dan diberi stempel. 
Setelah itu hasil legalisir dan tanda terima diberikan pada penerima 
layanan. 
“Ijazah asli, foto copy yang sudah dilegalisir madrasah, 
baru bisa di legalisir kemenag, maksimal 10 lembar.”101 
 
“Pertama kita ngasih blanko untuk legalisir ke tamunya, 
kedua kita masukkan ke menu layanan, menu layanan 
legalisir, setelah itu cetak disposisi itu dibawa ke 
pendma, berkas dibawa ke pendma, dari pendma nanti 
dimintakan ke bapak kepala, habis dari bapak kepala di 
stempel, stempel nya di umum, setelah sudah kita kasih 
kan ke tamunya tadi dengan tanda terima.”102 
 
Kemudahan persyaratan pelayanan di Kantor Kementerian 
Agama Kabupaten Mojokerto juga diakui oleh penerima layanan 
legalisir ijazah. Begitu pula penerima layanan merasa bertanggung 
jawab terhadap identitas yang ditulis pada formulir legalisir tersebut. 
“Untuk persyaratan nya tidak terlalu sulit dan tidak 
mempersulit juga, paling ya mengisi biodata sama tanda 
tangan materai udah itu sama KTP. Tapi meskipun 
persyaratan nya cukup mudah tapi ada tanggungjawab 
nya soalnya ada materainya juga sih. Untuk pengisian 
blanko bahwa itu identitas asli”103 
 
101 Hasil Wawancara Dengan Bu Desi Selaku Pegawai Front Office PTSP Pada Hari Selasa 27 April 
2021 
102 Ibid. 
103 Hasil Wawancara Dengan Iqbal Selaku Penerima Layanan Pada Hari Kamis 29 April 2021 
 





































Penerima layanan lainnya juga menyatakan hal yang sama 
terkait kemudahan persyaratan layanan legalisir. 
“Mempermudah sekali, cuman disuruh nulis kertas 
yang dikasih petugas nya waktu itu, sama berkas-berkas 
yang dilegalisir itu saja”104 
 
“Lumayan sih mbak, lumayan di mudah kan, enak”105 
 
Hasil observasi peneliti juga menjelaskan bahwasanya pada saat 
masyarakat datang dipersilahkan duduk terlebih dahulu dan ditanyai apa 
keperluannya, kemudian pegawai front office mengecek kelengkapan 
data yang dibawa oleh customer. Setelah dirasa lengkap, pegawai front 
office memberikan jawaban atas layanan yang dilakukan.106 
2. Kualitas Pegawai Front Office di Kantor Kementerian Agama 
Kabupaten Mojokerto 
a. Reliability (Kemampuan) Pegawai Front Office 
Kemampuan yang harus dimiliki pegawai front office yaitu 
kemampuan melayani dengan baik apa yang dibutuhkan oleh 
penerima layanan. 




104 Hasil Wawancara Dengan Aulia Selaku Penerima Layanan Pada Hari Jumat 30 April 2021 
105 Hasil Wawancara Dengan Mita Selaku Penerima Layanan Pada Hari Senin 3 Mei 2021 
106 Observasi Pada Hari Kamis 29 April 2021 di ruang Pelayanan Terpadu Satu Pintu. 
107 Hasil Wawancara Dengan Bu Ninis Selaku Pegawai Front Office Pada Hari Jumat 16 April 
2021. 
 




































“Untuk tamu kita harus bisa melayani yang diminta 
tamunya, bisa melayani dengan baik.”108 
 
Kemampuan pegawai front office dalam memberikan 
pelayanan dengan baik juga dinilai positif oleh penerima layanan. 
Seperti kemampuan berkomunikasi, kemampuan memberikan 
penjelasan kepada penerima layanan. 
“Kalau untuk komunikasinya enak juga sih, gak ada 
yang di komplain juga, pelayanannya juga bagus juga 
sih.”109 
 
“Jelas banget mbak, karena ngomong nya itu ceplas-
ceplos, enak gitu loh mbak, kayak bahasanya itu mudah 
dipahami, enak aja, slow gitu.”110 
 
“…komunikasinya juga mudah dimengerti”111 
 
Selain itu kemampuan menggunakan alat bantu seperti 
menguasai aplikasi yang digunakan dalam PTSP perlu dimiliki oleh 
pegawai front office. Pada hasil observasi peneliti, menunjukkan 
bahwa kemampuan alat bantu penguasaan aplikasi sudah dimiliki 
oleh pegawai front office yang ditunjukkan dengan cara pegawai 




108 Hasil Wawancara Dengan Bu Desi Selaku Pegawai Front Office Pada Hari Selasa 27 April 2021. 
109 Hasil Wawancara Dengan Iqbal Selaku Penerima Layanan Pada Hari Kamis 29 April 2021. 
110 Hasil Wawancara Dengan Mita Selaku Penerima Layanan Pada Hari Senin 3 Mei 2021. 
111 Hasil Wawancara Dengan Aulia Selaku Penerima Layanan Pada Hari Jumat 30 Mei 2021. 
 




































b. Responsiveness (Responsif) Pegawai Front Office  
Beberapa penerima layanan terkait legalisir ijazah 
mengeluhkan tentang waktu penyelesaian layanan legalisir ijazah di 
Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto. Karena waktu 
kerja semenjak adanya Pandemi harus dibagi menjadi dua yaitu 
Work From Home (WFH) dan Work From Office (WFO), yang 
artinya tidak semua pegawai dapat bekerja setiap hari selama 
Pandemi ini. 
“Terutama yang legalisir ya, kadang tamu itu mintanya 
hari ini, sedangkan kita kan harus bisa tanda tangan 
kalau ada bapak kepala, jadi kadang tamu itu minta 
legalisir minta cepet hari ini ya hari ini itu gak bisa 
mbak. Karena masih keluar, disini kan masih WFH 
WFO, tapi tamu kan tiap hari ada mbak…”112 
 
Selain itu jika waktu penyelesaian butuh beberapa hari, 
beberapa penerima layanan mengeluhkan jika harus berulang kali ke 
Kantor Kementerian Agama untuk mengambil hasil legalisir karena 
alasan jarak rumah yang jauh dengan Kantor Kementerian Agama 
Kabupaten Mojokerto.113 
Dengan hal tersebut pegawai front office harus merespon 
keluhan yang dialami oleh penerima layanan terkait tanda tangan 
legalisir ijazah dengan cara memberikan penjelasan terkait jadwal 
 
112 Hasil Wawancara Dengan Bu Desi Selaku Pegawai Front Office Pada Hari Selasa 27 April 2021 
113 Hasil Wawancara Dengan Aulia Selaku Penerima Layanan Pada Hari Jumat 30 Mei 2021. 
 




































kerja yang ada di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto 
selama Pandemi. 
“…kadang gitu pas ada tamu minta legalisir bapaknya 
yang gak ada. Ya itu kita menjelaskan keadaannya, 
bapaknya hari ini tidak ada jadwal, jadi kita tidak bisa. 
Bisanya ya besok, kalau mau ya tidak papa, kalau tidak 
ya tidak papa, karna kita gak bisa maksa tanda tangan, 
karena itu kalau legalisir ijazah buat angkatan dan 
sebagainya itu harus bener-bener ada tanda tangan 
bapak kepala. Jadi kalau misalkan ada, ya kita bisa 
langsung, kalau tidak ada ya tetap harus tunggu.”114 
 
Hal tersebut juga disetujui oleh penerima layanan terkait 
respon yang diberikan pegawai front office di Pelayanan Terpadu 
Satu Pintu Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto. 
“…kalau dulu yang pertama dulu bisa ditunggu, yang 
kedua itu kebetulan yang tanda tangan belum ada jadi 
ditinggal beberapa hari, tapi setelah kembali kesana 
sudah jadi”115 
 
c. Assurance (Jaminan) Pelayanan 
Kualitas pelayanan di Kantor Kementerian Agama dapat 
diukur melalui pemberian jaminan ketepatan waktu, dan biaya. 
Jaminan ketepatan waktu di Pelayanan Terpadu Satu Pintu telah 
ditetapkan sesuai dengan jam kerja. Pada hari Senin-Kamis mulai 
pukul 07.30-16.00 dan hari Jumat mulai pukul 07.30-16.30. hal ini 
diperkuat dengan adanya dokumentasi rancangan PTSP.116 (rincian 
lengkap dilihat pada lampiran 9) 
 
114 Hasil Wawancara Dengan Bu Desi Selaku Pegawai Front Office Pada Hari Selasa 27 April 2021. 
115 Hasil Wawancara Dengan Iqbal Selaku Penerima Layanan Pada Hari Kamis 29 April 2021. 
116 Dokumentasi Waktu Pelayanan Di PTSP 
 




































Sedangkan menurut Bu Desi, jaminan ketepatan waktu 
pelayanan di Pelayanan Terpadu Satu Pintu rata-rata 30-60 menit. 
“Ya, jaminan ketepatan waktunya pasti ada, rata-rata 
30-60 menit.”117 
 
Ketepatan waktu pelayanan juga dibenarkan oleh penerima 
layanan lainnya. 
“Tepat mbak, kayak di chat itu disuruh jam segini, terus 
aku kesana, pas udah, ada.”118 
 
Namun meskipun ketepatan waktu telah ditetapkan, 
terkadang juga ada yang tidak sesuai dengan target. Seperti pendapat 
penerima layanan yang harus menunggu satu sampai dua hari setelah 
pengajuan dokumen legalisir ijazah. 
“…cuma gak langsung jadi legalisir nya, harus nunggu 
beberapa hari. Waktu itu saya kesana hari senin, jadinya 
hari Rabu.”119 
 
“Jangka waktunya satu hari mbak”120 
 
Berdasarkan Motto Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang 
menjelaskan tidak ada pungutan biaya apapun untuk semua jenis 
layanan. Hal ini didokumentasikan dalam rancangan PTSP121 
(rincian lengkap dilihat pada lampiran 9). Bapak Kepala Sub Bagian 
 
117 Hasil Wawancara Dengan Bu Desi Selaku Pegawai Front Office Pada Hari Selasa 27 April 2021. 
118 Hasil Wawancara Dengan Mita Selaku Penerima Layanan Pada Hari Senin 03 Mei 2021. 
119 Hasil Wawancara Dengan Aulia Selaku Penerima Layanan Pada Hari Jumat 30 April 2021. 
120 Hasil Wawancara Dengan Mita Selaku Penerima Layanan Pada Hari Senin 03 Mei 2021. 
121 Dokumentasi Rancangan PTSP 
 




































Tata Usaha juga menjelaskan bahwa selama ini semua pelayanan 
gratis dan ditangani sendiri oleh penerima layanan jika dibutuhkan. 
“Jadi masyarakat itu butuh kepastian jawaban, misalkan 
kepastian jumlahnya, kepastian waktunya kalau 
memang tahu, kepastian biaya kalau memang ada 
biayanya yaa. Cuman selama ini memang gratis semua, 
pelayanan dengan gratis, semua ditangani sendiri…”122 
 
Bu Ninis juga membenarkan hal tersebut, bahwa tidak ada 
biaya selama pelayanan. Hanya saja seperti foto copy, pembelian 
materai ditangani sendiri oleh penerima layanan. 
“Ndak ada mbak, gak ada biaya apa-apa disini. Paling 
ya kalau foto copy atau pembelian materai biasanya di 
bayar sendiri sama orangnya”123 
 
Hal tersebut dibenarkan oleh penerima layanan yang 
merasakan hal tersebut. 
“…karena pas ngisi pendaftaran itu nulis yang ini ini ini 
terus kan gak punya materai, terus disuruh beli 
materai”124 
 
d. Empathy (Kepedulian) Pegawai Front Office 
Dalam melakukan pelayanan pegawai front office tidak 
melakukan diskriminatif atau membeda-bedakan terhadap penerima 
layanan atau masyarakat. Semua masyarakat sama dan pegawai 
front office menghargai setiap penerima layanan yang datang. 
 
122 Hasil Wawancara Dengan Pak Mahmud Fauzi Selaku Kepala Sub Bagian Tata Usaha Sekaligus 
Penanggung Jawab PTSP Pada Hari Selasa 27 April 2021. 
123 Hasil Wawancara Dengan Bu Ninis Selaku Pegawai Front Office Pada Hari jumat 16 April 2021. 
124 Hasil Wawancara Dengan Mita Selaku Penerima Layanan Pada Hari Senin 3 Mei 2021. 
 




































“Ndak mbak, gak boleh membeda-bedakan juga, disini 
semuanya sama mau muda, tua semuanya sama. Kita 
bantu kalau memang ada kesulitan”125 
 
Hal ini dibenarkan oleh penerima layanan di Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu, bahwa pelayanan disana dilakukan dengan 
tertib, sesuai antrian, dan tidak membeda-bedakan. 
“Sesuai, tertib juga mbak, terus disiplin, kayak antrian 
nya yang situ gak boleh langsung gitu. Jadi e gak 
membeda-bedakan juga”126 
 
Hasil observasi peneliti juga menunjukkan bahwa ketika 
pegawai front office sedang melakukan pelayanan dengan penerima 
layanan, tidak ada sikap yang menunjukkan diskriminatif.  
e. Tangible (Bukti Fisik) Pelayanan 
Hal ini berkaitan dengan penampilan pegawai front office, 
selain kemampuan yang cakap, tanggap, ramah, sopan santun, 
penampilan menarik juga diperlukan sebagai seorang pegawai front 
office. Karena kerapian, kedisiplinan hal pertama yang dilihat 
penerima layanan pada diri pegawai front office. 
“Ya betul, sangat penting penampilan menarik itu, 
apalagi kita sebagai front office yang berhadapan 
pertama kali dengan masyarakat kan ya harus rapi.”127 
 
Hal ini senada dengan pendapat Bu Desi. 
 
125 Hasil Wawancara Dengan Bu Ninis Selaku Pegawai Front Office Pada Hari Jumat 16 April 2021. 
126 Hasil Wawancara Dengan Mita Selaku Penerima Layanan Pada Hari Senin 3 Mei 2021. 
127 Hasil Wawancara Dengan Bu Ninis Selaku Pegawai Front Office Pada Hari Jumat 16 April 2021. 
 




































“iya mbak setuju, penampilan rapi itu penting. Soalnya 
kan tuntutan dari pekerjaan juga.”128 
 
Kerapian dan kedisiplinan pegawai front office juga diakui 
oleh para penerima layanan di Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kantor 
Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto. 
“Kalau untuk penampilannya yaa tidak ada yang 
dikomplain karena yaa kan mereka bekerja di 
kementerian agama ya pakaiannya ya tertutup semua 




“Rapi, kompak gitu mbak, kayak semua batik, batik 
semua, biru, biru semua.” 
 
Selain kerapian dan kedisiplinan pegawai front office, 
kenyamanan lingkungan juga menjadi penilaian terkait kualitas 
pelayanan. Dalam hal ini Kantor Kementerian Agama Kabupaten 
Mojokerto telah menyiapkan tempat yang nyaman bagi penerima 
layanan pada saat melakukan pelayanan di PTSP, dengan 
menyediakan ruang tunggu, adanya AC di ruangan PTSP, televisi, 
dan peralatan teknologi sebagai penunjang pelayanan disana. 
“Masyarakat datang itu saya kira sudah nyaman karna 
apa? Karna ruangannya juga enak bersih, kemudian 
juga berAC kan, cuman sekarang ini masih dalam 
pandemi mungkin tidak begitu dinyalakan sepenuhnya 
AC nya itu. Jadi dilayani cukup duduk, kemudian 
sambil nyantai bisa melihat televisi di depan itu, juga 
 
128 Hasil Wawancara Dengan Bu Desi Selaku Pegawai Front Office Pada Hari Selasa 27 April 2021. 
 




































bisa membaca-baca koran-koran membaca majalah 
sambil menunggu pelayanan kami.”129 
 
Kenyamanan tempat diungkapkan oleh para penerima 
layanan. 
“Nyaman mbak, terus dingin juga ada AC nya”130 
 
“Nyaman kak, tempatnya juga layak, ber-AC, tempat 
duduknya juga nyaman.”131 
 
Namun ada juga yang merasa terganggu dengan adanya 
pembatas protokol kesehatan. Karena merasa kesulitan pada saat 
menulis di meja front office. 
“Cuman kurangnya ada plastik-plastik di depan 
pelayanan itu loh yang buat protokol kesehatan, itu 
yang bikin susah nulis di meja.”132 
 
Berbeda dengan pendapat penerima layanan diatas, 
penerima layanan lainnya merasa bahwa ruang tunggu atau kursi 
tunggu di Pelayanan Terpadu Satu Pintu perlu ditambahkan, karena 
pada saat masyarakat banyak yang melakukan pelayanan tidak ada 
tempat untuk menunggu giliran. 
“Kalau ruang tunggu nya itu kayaknya itu perlu itu 
mbak, kurang itu. Karena kalau kita lagi rame, kita 
 
129 Hasil Wawancara Dengan Bapak Mahmud Fauzi Selaku Kepala Sub Bagian Tata Usaha 
Sekaligus Penanggung Jawab PTSP Pada Hari Selasa 27 April 2021. 
130 Hasil Wawancara Dengan Mita Selaku Penerima Layanan Pada Hari Senin 3 Mei 2021. 
131 Hasil Wawancara Dengan Aulia Selaku Penerima Layanan Pada Hari Jumat 30 April 2021. 
132 Hasil Wawancara Dengan Aulia Selaku Penerima Layanan Pada Hari Jumat 30 April 2021. 
 




































bingung mau nunggu dimana itu, karena kan lobby-nya 
kan satu meja satu kursi satu meja satu kursi.”133 
 
3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Pelayanan Front 
Office di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto 
a. Sumber Daya Manusia 
Sumber daya manusia di Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto terdiri dari pengarah, 
penanggungjawab, supervisor, front office, back office, petugas 
informasi, petugas caraka, pranata komputer, dan peng-administrasi. 
Pegawai front office dibagi menjadi tiga yaitu front office persuratan, 
front office layanan, dan front office dokumen. Hal ini di 
dokumentasikan dalam struktur organisasi Pelayanan Terpadu Satu 
Pintu Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto. (rincian 
lengkap dilihat pada lampiran 6) 
Kepala Sub Bagian Tata Usaha selaku penanggungjawab 
PTSP mengatakan bahwa sumber daya manusia yang handal dapat 
menjadi faktor pendukung suatu pelayanan.  
“Faktor pendukungnya adalah adanya sdm-sdm yang 
handal ya. Ini penting ya. Itu yang menjadi apa namanya 




133 Hasil Wawancara Dengan Iqbal Selaku Penerima Layanan Pada Hari Kamis 29 April 2021. 
134 Hasil Wawancara Dengan Bapak Mahmud Fauzi Selaku Kepala Sub Bagian Tata Usaha 
Sekaligus Penanggungjawab PTSP Pada Hari Selasa 27 April 2021. 
 




































Sumber daya yang handal telah dimiliki oleh pegawai front 
office dengan memperhatikan beberapa indikator seperti kecakapan, 
human relation, penguasaan IT. 
“Saya kira sudah handal, ya dari sisi kecakapannya, 
kemudian dari human relation, kemudian dari IT 
nya.”135 
 
Namun sumber daya manusia juga dapat menjadi faktor 
penghambat jika tugas dari masing-masing pegawai tidak berjalan 
dengan baik, yang akan menimbulkan double job disk. 
“SDM yang double Jobdisk yang seharusnya dilakukan 
oleh BO tetapi tugasnya dibebankan oleh FO”136 
 
Hal tersebut dibenarkan oleh pegawai front office lainnya. 
“…kalau kendalanya biasanya untuk BO itu loh mbak, 
umpama BO itu masing-masing ruang masih sulit, entah 
itu masalah wifi, entah itu masalah lain-lain…”137 
 
Hasil observasi peneliti menunjukkan bahwa memang 
terkadang terdapat double job disk seperti pegawai front office 
melakukan pekerjaan back office pada saat memasukkan data surat 




135 Hasil Wawancara Dengan Bapak Mahmud Fauzi Selaku Kepala Sub Bagian Tata Usaha 
Sekaligus Penanggungjawab PTSP Pada Hari Senin 31 Mei 2021. 
136 Hasil Wawancara Dengan Bu Ninis Selaku Pegawai Front Office Pada Hari Jumat 16 April 2021. 
137 Hasil Wawancara Dengan Bu Desi Selaku Pegawai Front Office Pada Hari Selasa 27 Mei 2021. 
 




































b. Kerja Sama 
Selain sumber daya manusia, kerja sama antar pegawai juga 
dapat menjadi faktor yang dapat mempengaruhi kualitas suatu 
pelayanan. 
“…dan juga kerja sama kita yang baik ini adalah salah 
satu suksesnya untuk PTSP bisa jalan dengan 
lancar…”138 
 
Kerja sama dan komunikasi yang dilakukan para pegawai 
Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto selama pandemi 
juga berjalan dengan baik, walaupun ada sistem Work From Office 
(WFO) dan Work From Home (WFH). Seperti yang dijelaskan oleh 
Bapak Kepala Sub Bagian Tata Usaha. 
“…karena meskipun sekarang pandemi ada sistem 
WFH ada WHO tetep komunikasi bisa jalan yaa. 
Karena kita ini meskipun WFH tetapi juga kerja ya, 
melalui daring melalui jaringan, jadi jika ada surat 
masuk langsung melalui online kemudian dikirim 
langsung ke front office bisa langsung di print out 
langsung jalan, jadi meskipun begini tetep bisa jalan 
yaa…”139 
 
Hasil observasi menunjukkan bahwa masing-masing 
pegawai dapat membackup pekerjaan yang kosong pada saat 
pegawai lain Work From Home (WFH), seperti pada saat Bapak 
Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto sedang 
 
138 Hasil Wawancara Dengan Bapak Mahmud Fauzi Selaku Kepala Sub Bagian Tata Usaha 
Sekaligus Penanggungjawab PTSP Pada Hari Selasa 27 April 2021. 
139 Ibid. 
 




































Work From Home (WFH), Bapak Kepala Sub Bagian Tata Usaha 
yang mendisposisikan surat masuk ke bagian-bagian yang 
dibutuhkan sesuai dengan wewenang. 
c. Sarana Prasarana 
Sarana prasarana menjadi salah satu faktor yang sangat 
penting yang dapat mempengaruhi kualitas pelayanan. Dengan 
adanya sarana prasarana dapat menunjang pelayanan. Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu (PTSP) memiliki beberapa sarana seperti meja, 
kursi, komputer, printer, scanner, almari, kursi tunggu, AC, dan lain-
lain. Hal ini didokumentasikan pada data sarana prasarana 
Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kantor Kementerian Agama 
Kabupaten Mojokerto. (rincian dapat dilihat pada lampiran 8) selain 
itu, teknologi dalam hal ini dapat meringankan, mempermudah, 
mempercepat tugas maupun pelayanan pegawai front office.  
“Sangat berpengaruh, jadi untuk meringankan tenaga 
manusia dan mempercepat dari pada tugas-tugas yang 
di emban nya.”140 
 
Seperti mesin scan, mesin print dokumen, mesin print 
disposisi dan komputer. Jika sarana dan prasarana yang digunakan 
tidak berjalan, maka dapat menghambat proses pelayanan. misalkan 
seperti mesin scan apabila rusak, pegawai front office harus 
memfoto dokumen satu persatu yang akan input pada aplikasi dan 
 
140 Hasil Wawancara Dengan Bapak Mahmud Fauzi Selaku Kepala Sub Bagian Tata Usaha 
Sekaligus Penanggungjawab PTSP Pada Hari Senin 31 Mei 2021. 
 




































dikirim melalui WhatsApp, sehingga membutuhkan waktu yang 
cukup lama dalam penyelesaian input dokumen tersebut. 
“…terutama kayak mesin scan, kalau bisa kan scannya 
semuanya printnya itu, kalau gak ada kan kita 
terkendala mbak. Terutama scannya gak bisa otomatis 
kita pakai WA, atau foto. Itu faktornya, mesin-mesin 
percetakan nya. Kalau gak ada kita bingung. Karena 
kalau itu gak bisa kita juga lebih lama. Kalau untuk 
mesin print disposisi rusak, ya kita gak bisa memberi 
disposisi.”141 
 
Selain mesin scan, mesin print, dan mesin print disposisi. 
Komputer adalah salah satu sarana yang sangat berpengaruh, karena 
dengan sistem online seperti saat ini data dan dokumen di input 
menggunakan sistem online yang memerlukan komputer. Sistem 
online ini yaitu aplikasi surat. Hasil observasi peneliti menunjukkan 
bahwa pada aplikasi surat terdapat beberapa menu seperti buku 
tamu, surat masuk, disposisi surat, surat keluar, chat, dan 
pengumuman. 
Aplikasi surat ini dapat menunjang pelayanan di Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu. Namun aplikasi ini memiliki kelemahan seperti 
tidak dapat mendeteksi surat yang double. Sehingga menimbulkan 
data surat yang sama, tetapi beda penomoran. 
“Kelemahan pada aplikasi, surat double tidak dapat 
terdeteksi, tidak bisa dibuat surat mundur…”142 
 
 
141 Hasil Wawancara Dengan Bu Desi Selaku Pegawai Front Office Pada Hari Selasa 27 April 2021. 
142 Hasil Wawancara Dengan Bu Ninis Selaku Pegawai Front Office Pada Hari Jumat 16 April 2021. 
 




































Dengan sistem online yang digunakan maka jaringan WiFi 
merupakan salah satu hal yang dapat mempengaruhi pelayanan. 
Karena WiFi yang menghubungkan jaringan pada setiap ruangan. 
Pelayanan sering terhambat karena jaringan WiFi yang kurang di 
setiap ruangan yang mengakibatkan susahnya back office meng-
input data pada aplikasi. Sehingga tugas tersebut dibebankan kepada 
front office. 
“WiFi sih mbak, karena kan kita online pelayanannya. 
Jadi ya wifi sangat berpengaruh. Terkadang kalau 
wifinya gak bisa back office ya gak bisa masukno data 
e, jadi e kita yang masukkan. Double job disk lagi.” 
 
d. Standar Operasional Prosedur (SOP) 
Standar operasional prosedur Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
(PTSP), mengikuti bagaimana standar operasional prosedur pada 
setiap seksi di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto, 
karena Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) baru didirikan, maka 
standar operasional prosedurnya menyesuaikan. 
“PTSP ini SOP-nya itu mengadopsi dari seksi-seksi 
yang ada disini, karena kan PTSP ini pusat pelayanan 
dan bagian baru jadi menyesuaikan saja”143 
 
Alur pelayanan di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) 
tidak selalu melalui pegawai front office. Jadi, ada beberapa layanan 
seperti layanan pendaftaran haji, pembayaran haji, Bantuan 
Operasional Prosedur (BOP), dan layanan lainnya bisa langsung 
 
143 Hasil Wawancara dengan  
 




































menemui back office atau penanggung jawab pada setiap seksi. Hal 
observasi peneliti menunjukkan bahwa setiap masyarakat yang 
melakukan pelayanan terkait pelayanan haji dan umrah, selalu 
diarahkan ke bagian bank yang tersedia atau bisa langsung ke seksi 
penyelenggaraan haji dan umrah. 
Standar operasional prosedur ini tidak tertulis secara umum, 
jadi setiap alur pelayanan hanya pegawai Pelayanan Terpadu Satu 
Pintu saja yang mengetahuinya. Sehingga masyarakat hanya 
mendapatkan informasi hanya dari pegawai front office saja. 
 
C. Pembahasan Hasil Penelitian 
1. Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kantor 
Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto 
Penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu dimaksudkan 
memberikan kemudahan dan kepastian memperoleh pelayanan. 
Kemudahan dan kepastian memperoleh informasi mengenai tempat, 
waktu, biaya, persyaratan, prosedur, penyampaian dan penyelesaian 
pengaduan pelayanan.144 Pelayanan terpadu satu pintu ini dijalankan 
oleh penanggung jawab, front office, back office, dan beberapa pegawai 
lainnya. Sebagai penanggung jawab harus memiliki kemampuan 
 
144 Evi Setyowati, “Manajemen Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kota Administrasi Jakarta Barat” 
Skripsi Univeritas Sultan Ageng Tirtayasa, (Juni 2017), 26. 
 




































menyusun perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan 
pengawasan.145  
Sebelum dilakukannya pelayanan kepada masyarakat, Kepala Sub 
Bagian Tata Usaha sebagai penanggung jawab bagian Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu melakukan komunikasi dengan seluruh tim 
pelaksana dengan memberikan pengarahan untuk menjelaskan apa saja 
yang perlu diperhatikan dalam melakukan suatu pelayanan. Pengarahan 
perlu dilakukan agar sasaran yang diinginkan dapat tercapai dan 
menghasilkan kinerja yang optimal.146 
Pengarahan tersebut dilakukan kepada pegawai front office 
sebelum melakukan pelayanan, yaitu pegawai front office harus mampu 
memberikan pelayanan yang memuaskan dengan sapa senyum dan 
salam. 
Ada beberapa jenis layanan yang dilakukan di PTSP Kantor 
Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto. Salah satunya yaitu jenis 
pelayanan bagi legalisir ijazah madrasah. Persyaratan yang harus 
dipenuhi oleh masyarakat seperti yang telah ditetapkan sebagai berikut: 
1) Pemohon atau pemilik ijazah yang mengajukan permohonan 
pengesahan atau yang diberikan kuasa oleh pemiliknya dengan 
dibuktikan Surat Kuasa bermaterai. 
2) Membawa ijazah asli 
 
145 Elihami and Hanidar, Manajemen Pendidikan Anak Usia Dini Melalui Pendidikan Karakter 
(Bandung: CV. Rasi Terbit, 2019), 33 
146 Yunus, Manajemen Strategis. 
 




































3) Foto copy ijazah yang akan disahkan dan sudah dilegalisir oleh 
madrasah paling banyak sepuluh lembar, ditambah satu lembar 
sebagai arsip 
Berdasarkan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu di Kantor 
Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto perlu memperhatikan 
tingkat pencapaian sebagai berikut: 
1) Persyaratan, sistem, dan prosedur 
Persyaratan pelayanan legalisir ijazah menunjukkan bahwa 
penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu telah memberikan 
kemudahan bagi masyarakat yang melakukan pelayanan disana. 
Sistem dan prosedurnya tidak mempersulit masyarakat. Karena 
masyarakat hanya menyerahkan berkasnya dan mengisi formulir 
legalisir ijazah bermaterai. Setelah itu, diberikan kepastian waktu 
untuk menunggu atau ditinggal. 
2) Waktu penyelesaian 
Waktu untuk memproses berkas yang telah diterima pegawai 
front office berdasarkan pengamatan peneliti tidak sesuai dengan 
SOP yang telah dibuat. Karena pada saat pandemi seperti ini 
pegawai Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto harus 
membagi jadwal kerja. Sehingga waktu penyelesaian berkas 
legalisir ijazah menyesuaikan jadwal Kepala Kantor Kementerian 
Agama Kabupaten Mojokerto untuk mendapatkan tanda tangan 
pimpinan. 
 




































3) Biaya pelayanan 
Segala biaya pelayanan di Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto tidak dipungut 
biaya sama sekali. Kalaupun ada biaya yang dikeluarkan oleh 
masyarakat hanya untuk kepentingan masyarakat itu sendiri seperti 
foto copy, pembelian materai dan keperluan lainnya.  
2. Kualitas Pe Front Office di Kantor Kementerian Agama Kabupaten 
Mojokerto 
Analisis kualitas pelayanan front office di Kantor Kementerian 
Agama Kabupaten Mojokerto, dilakukan dengan menggunakan teori 
Fitzsimmons dengan membandingkan persepsi penerima layanan atas 
layanan yang diberikan dengan layanan yang mereka harapkan.147 
Berdasarkan hal tersebut analisis kualitas pelayanan yang dimaksud 
dapat dilihat dari lima dimensi menurut Fitzsimmons sebagai 
ukurannya, yaitu reliability, responsiveness, assurance, empathy, dan 
tangible.148 Sebagaimana penjelasannya sebagai berikut: 
a. Reliability 
Pegawai front office dituntut untuk memiliki kemampuan 
memberikan pelayanan secara tepat dan benar.149  Kemampuan ini 
 
147 Mohammad Zamroni dan Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, “Pentingnya Kualitas Pelayanan 
(Servive Quality) Dalam Memenuhi Kepuasan Masyarakat (Society Satisfaction)” Vol. V No. 2, 
(Agustus, 2005), 113. 
148 Yusriadi, Reformasi Birokrasi Pelayanan Publik dalam Pelayanan Publik, (Yogyakarta: CV 
Budi Utama, 2018), 80. 
149 Yusriadi, Reformasi Birokrasi…., 80. 
 




































dapat meningkatkan kualitas pelayanan di Pelayanan Terpadu Satu 
Pintu Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto. 
Kemampuan yang dimaksud yaitu dalam hal kemampuan 
berkomunikasi dan menggunakan alat bantu atau teknologi. 
Dalam hal ini pegawai front office sudah memiliki 
kemampuan tersebut. Dibuktikan oleh pendapat penerima layanan 
yang telah mengetahui bagaimana pelayanan yang diberikan oleh 
pegawai front office. 
b. Responsiveness 
Upaya dalam meningkatkan kualitas pelayanan di Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu Kantor Kementerian Agama Kabupaten 
Mojokerto salah satunya dengan pelayanan yang tanggap dan respon 
yang memuaskan penerima layanan. Berdasarkan hal tersebut 
pegawai front office harus memberikan respon atas setiap keluhan 
dari masyarakat. Selain itu pegawai front office juga harus 
memberikan pelayanan dengan tanggap. Dengan hal ini respon yang 
baik dan cepat telah diberikan oleh pegawai front office dalam 
melayani masyakat. Dibuktikan dengan kepuasan masyarakat 
terhadap respon yang diberikan oleh pegawai front office. 
Menurut Fitzsimmons pegawai front office harus 
memberikan respon kepada setiap keluhan dari masyarakat atau 
 




































penerima layanan, selain itu pegawai front office harus melakukan 
pelayanan secara cepat, cermat, dan tepat waktu.150 
Keluhan yang dirasa oleh masyarakat selama ini terkait 
dengan waktu penyelesaiannya. Seperti contoh pada pelayanan 
legalisir ijazah, waktu penyelesaian yang seharusnya dapat 
diselesaikan dalam satu hari tetapi selama pandemi ini waktu yang 
diperlukan yaitu dua hari. Namun dalam hal ini pegawai front office 
mampu merespon dan memberikan penjelasan terhadap keluhan 
tersebut dengan baik.  Karena di masa pandemi seperti ini perlu 
membagi jadwal kerja sehingga pelayanan tersebut harus menunggu 
satu sampai dua hari untuk penyelesaiannya. 
c. Assurance 
Pada dimensi ini pegawai front office harus mampu 
memberikan jaminan terhadap layanan yang diberikan. Seperti 
jaminan ketepatan waktu dan jaminan biaya. Jika pegawai front 
office mampu memberikan jaminan tersebut dan mampu 
menyampaikan dengan baik, maka dapat meningkatkan kualitas 
pelayanan itu sendiri. 
Terkait jaminan ketepatan waktu pegawai front office 
mampu memberikan ketepatan waktu yang sesuai dengan yang telah 
dijanjikan. Umumnya penyelesaian dokumen hanya butuh beberapa 
 
150 Mumuh Muksin dan Engkus, “Analisis Kualitas Pelayanan Dalam Tata Kelola Sampah Di 
Kabupaten Sumedang” Jurnal Ilmiah Manajemen, Vol.1 No. 1, (April 2020), 38. 
 




































jam setelah pengajuan jika yang bersangkutan dengan dokumen 
tersebut ada di kantor. Namun jika sedang ada kepentingan atau 
sedang Work From Home (WFH) maka penyelesaiannya sehari atau 
dua hari setelah pengajuan. Sedangkan jaminan biaya dalam hal ini 
tidak ada pungutan biaya apapun selama pelayanan yang dilakukan 
di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). 
Menurut Fitzsimmons pada dimensi assurance pegawai 
front office harus memberi jaminan terhadap layanan yang 
diberikan. Seperti, jaminan ketepatan waktu pelayanan, jaminan 
biaya, dan jaminan legalitas pelayanan.151 
Hal ini telah dilakukan dengan baik oleh pegawai front 
office, sesuai dengan yang telah dijelaskan diatas. Adanya jaminan 
ketepatan waktu dan jaminan ketepatan biaya tersebut masyarakat 
merasa puas, karena dengan jaminan tersebut memudahkan 
masyarakat dalam melakukan pelayanan. 
d. Empathy 
Kualitas pada dasarnya terkait dengan pelayanan yang baik 
seperti sikap atau cara pegawai front office dalam melayani 
masyarakat. Berdasarkan pengamatan peneliti selama ini dan 
pendapat dari penerima layanan, terlihat bahwa pegawai front office 
telah memprioritaskan masyarakat yang melakukan pelayanan dari 
 
151 Mumuh Muksin dan Engkus, “Analisis Kualitas Pelayanan Dalam Tata Kelola Sampah Di 
Kabupaten Sumedang”, Jurnal Ilmiah Manajemen, Vol. 1 No 1, (April 2020), 38-39. 
 




































pada kepentingannya sendiri. Selain itu pegawai front office tidak 
membeda-bedakan masyarakat yang datang di Pelayanan Terpadu 
Satu Pintu (PTSP) Kantor Kementerian Agama Kabupaten 
Mojokerto.  
Empathy menurut Fitzsimmons yaitu kemampuan pegawai 
front office dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat 
dengan penuh perhatian, dan berusaha untuk mengetahui keinginan 
dan kebutuhan masyarakat.152 
Hal ini senada dengan sikap yang ditunjukkan oleh pegawai 
front office pada saat melayani masyarakat. Sikap menghargai, 
sopan, ramah juga ditunjukkan oleh pegawai front office. Pelayanan 
yang dilakukan sesuai dan urut. Hal ini juga menjadi nilai unggul 
bagi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). 
e. Tangible 
Penilaian tentang sesuatu yang dapat dilihat dan dirasakan 
masyarakat seperti penampilan pegawai front office dan sarana 
prasarana yang ada. Kantor Kementerian Agama Kabupaten 
Mojokerto telah membekali para pegawainya agar selalu 
berpenampilan yang rapi. Terutama pegawai front office sebagai 
pelayan pertama yang berhadapan langsung dengan masyarakat. 
 
152 Yusriadi, Reformasi Birokrasi Pelayanan Publik dalam Pelayanan Publik, (Yogyakarta: CV 
Budi Utama, 2018), 81. 
 




































Hal ini dibutuhkan karena merupakan kesan pertama yang 
dilihat oleh masyarakat. Berdasarkan hal tersebut pegawai front 
office berhasil memberikan penampilan yang rapi dan menarik 
kepada masyarakat. Selain itu, kedisiplinan pegawai front office juga 
dinilai oleh masyarakat dan sejauh ini mendapatkan nilai positif. 
Menurut Fitzsimmons, tangible adalah penilaian tentang 
sesuatu yang dapat dilihat dan dirasakan masyarakat atau penerima 
layanan, seperti penampilan para pegawai front office dan sarana 
prasarana yang ada.153  
Sedangkan sarana dan prasarana yang ada di Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kantor Kementerian Agama Kabupaten 
Mojokerto dinilai cukup baik oleh masyarakat. Kenyamanan tempat 
Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) sudah selayaknya 
diperhatikan, dengan memberikan tempat duduk sebagai tempat 
untuk menunggu pelayanan yang dilakukan dan pendingin ruangan 
seperti AC sudah tersedia di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) 
Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto. 
3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Pelayanan Front 
Office di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto 
Sebuah lembaga atau instansi, tentu tidak selalu mulus dalam 
pelaksanaan kegiatannya, terutama untuk meningkatkan kualitas 
 
153 Yusriadi, Reformasi Birokrasi Pelayanan Publik dalam Pelayanan Publik, (Yogyakarta: CV 
Budi Utama, 2018), 81. 
 




































pelayanan. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kualitas tersebut. 
Hasil penelitian peneliti menjelaskan bahwa terdapat tiga faktor yang 
mempengaruhi kualitas pelayanan di Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
(PTSP) Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto diantaranya: 
a. Sumber Daya Manusia 
Sumber daya manusia di Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
terdiri atas pegawai front office, back office, petugas informasi, 
petugas caraka, pranata komputer, dan peng-administrasi.  
Keberhasilan suatu lembaga tidak terlepas dari sumber daya 
manusia yang dimiliki, jika sumber daya manusia yang dimiliki 
berkompeten dan memiliki tingkat kerja yang tinggi dalam 
menjalankan tugas-tugasnya, maka dapat terwujudnya tujuan 
lembaga tersebut.154 Selain itu, dalam mewujudkan kualitas 
pelayanan diperlukan sumber daya manusia yang terampil dan 
handal di bidangnya.155   
Sama halnya dengan sumber daya manusia di Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu (PTSP), dikatakan cukup kompeten dan handal 
di bidangnya. Kompetensi yang dimaksud yaitu dapat menguasai 
teknologi yang digunakan sebagai penunjang pelayanan disana. 
Selain itu, sumber daya manusia di Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
(PTSP) dapat memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. 
 
154 Ibid. 
155 Freddy Siagian, “Pengaruh Kerjasama Tim Terhadap Kinerja Pegawai Di Akademi Maritim 
Cirebon” Journal of Administration and Educational Management, Vol 3 Nomor 1, 2020. 21. 
 




































Faktor sumber daya manusia penyedia layanan merupakan 
faktor yang sangat penting, karena berhubungan langsung dengan 
konsumen serta dapat mempengaruhi penilaian akhir penerima 
layanan.156 Apabila sumber daya manusia yang melayani dinilai 
positif dan sesuai dengan harapan, maka masyarakat akan merasa 
puas dan demikian sebaliknya. 
Namun dalam hal ini masih terdapat hambatan pekerjaan 
yang dilakukan pegawai front office, seperti double job disk. 
Pekerjaan yang seharusnya dikerjakan oleh pegawai back office, 
justru dilimpahkan kepada pegawai front office, dikarenakan 
gangguan jaringan di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). 
Misalnya input surat keluar yang seharusnya dilakukan oleh 
pegawai back office, namun di-input oleh pegawai front office, yang 
seharusnya pegawai front office hanya memberikan nomor surat 
yang telah di-input pegawai back office.  
b. Kerjasama 
Kerjasama pegawai Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) 
didukung akan kesadaran tugasnya sebagai pemberi layanan. 
Kerjasama antar pegawai di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) 
Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto dalam bentuk 
saling mem-backup dan menjalankan komunikasi dengan baik. 








































pandemi seperti ini, karena dengan sistem Work From Home (WFH) 
dan Work From Office (WFO) pegawai tidak selalu bertatap muka 
di kantor. Sehingga komunikasi via WhatsApp atau online dapat 
menjadi alternatif dalam melakukan kerjasama antar pegawai. 
Kerjasama merupakan bagian terpenting dari seluruh proses 
pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah sebagai pemberi layanan 
kepada masyarakat. Kerjasama yang baik akan tercipta jika 
pengorganisasian pekerjaan yang terarah, dan ditunjang oleh 
kemampuan individu pegawai dalam melaksanakan pekerjaannya 
dalam rangka memberikan pelayanan yang berkualitas.157 
Kerjasama yang terjalin antar pegawai dapat menimbulkan 
hubungan terus menerus dan membentuk kepentingan yang sama.158 
Senada dengan kerjasama antara pegawai front office dengan 
pegawai lainnya dalam rangka memberikan pelayanan yang 
berkualitas kepada masyarakat. 
c. Sarana Prasarana 
Sarana prasarana merupakan penunjang pelaksanaan 
pelayanan. Dengan adanya sarana dan prasarana yang memadai akan 
dapat berguna dan berfungsi sebagaimana mestinya jika 
penyelenggara pelayanan mempunyai keahlian dan keterampilan 
 
157 Andi Yusuf Katili, “Kerjasama Pegawai Dalam Mem berikan Pelayanan Di Dinas 
Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Boalemo” Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia 
dan Pelayanan Publik, Vol II No 2 (Desember 2015), 115 
158 Haerawati, Administrasi dan Kebijakan Kesehatan, (Yogyakarta: Pustaka Panesa, 2018), 17. 
 




































yang handal dalam memanfaatkannya. Sesuai dengan salah satu 
prinsip pelayanan dalam Keputusan Menteri Aparatur Negara 
Nomor 63 tahun 2003 tentang pedoman umum penyelenggaraan 
Pelayanan Publik yaitu kelengkapan sarana dan prasarana, peralatan 
kerja dan pendukung lainnya termasuk penyedia sarana teknologi 
telekomunikasi dan informatika sangatlah penting dalam 
mewujudkan kualitas pelayanan yang memuasakan.159  
Teknologi yang canggih dapat membantu pekerjaan pegawai 
front office menjadi lebih mudah, tetapi teknologi pula dapat 
menjadi penghambat pelayanan front office dalam melayani 
masyarakat jika tidak dimanfaatkan dengan baik.  
Dengan sistem online yang seringkali eror dikarenakan 
jaringan WIFI yang tersedia. Sehingga terdapat beberapa kendala 
dalam input data atau dokumen. Sedangkan sarana prasarana yang 
digunakan untuk mendukung proses pelayanan front office di 
Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), seperti alat-alat penunjang 
pelayanan seperti mesin print dokumen, mesin scan, mesin print 
disposisi dan komputer. Bukan hanya teknologi sistem online yang 
seringkali mengalami eror, begitu pula dengan alat-alat penunjang 
pelayanan. Jika sarana tersebut mengalami gangguan, maka akan 
memperlambat proses pelayanan.  
 
159 Achmad Nur Haida, dkk, “Pelayanan Terpadu Satu Pintu Sebagai Upaya Peningkatan 
Pelayanan Perizinina” Jurnal Administrasi Publik, No. 2 Vol 1, 135. 
 




































Namun Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) memiliki 
pegawai yang kompeten di bidangnya, sehingga jika terdapat 
kendala arau erornya sistem, pegawai front office sudah mampu 
mengatasi kendala yang ditimbulkan oleh teknologi tersebut. 
Sehingga mampu memberikan pelayanan yang cepat dan tepat 
seperti yang diharapkan masyarakat. 
Menurut Nangoi pemanfaatan teknologi dilakukan untuk 
meningkatkan kualitas pelayanan. Dengan teknologi lunak seperti 
sistem dan metode kerja yang inovatif sebagai efisiensi alur kerja 
untuk menunjang keberhasilan pelayanan kepada masyarakat 
penerima layanan.160  
Senada dengan pendapat di atas, jika pemanfaatan teknologi 
dapat dilakukan dengan baik, maka dapat memberikan pelayanan 
yang efisien dan dapat menunjang keberhasilan pelayanan.  
d. Standar Operasional Prosedur 
Faktor yang mempengaruhi kualitas pelayanan yaitu adanya 
standar operasional prosedur. Sebagai pusat pelayanan, Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu perlu memiliki suatu standar operasional 
prosedur. Pelayanan yang dilakukan di Pelayanan Terpadu Satu 
Pintu (PTSP) telah sesuai dengan standar operasional prosedur yang 
ada. Standar operasional ini digunakan untuk menentukan alur 
pelayanan. Standar Operasional Prosedur (SOP) Layanan pada 
 
160 Nangoi, Pemberdayaan di Era…, 133. 
 




































PTSP adalah merupakan rangkaian langkah yang dilaksanakan 
dalam memproses layanan pemohon mulai dari pemohon mengisi 
formulir sampai dengan mendapatkan output layanan.  
SOP dibuat dalam rangka memberikan kepastian langkah 
yang harus ditempuh oleh semua petugas PTSP, dan unit kerja 
terkait sehingga layanan pemohon dapat terpenuhi sesuai waktu 
yang ditetapkan. 
Hanya saja standar operasional prosedur ini tidak tertulis 
jelas pada ruangan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Sehingga 
masyarakat mengetahui alur pelayanan, syarat pelayanan, hanya dari 
pegawai front office. 
Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah prosedur suatu 
standar operasional di suatu lembaga yang digunakan untuk 
mengatur jalannya suatu pekerjaan, keputusan, tindakan seluruh 
anggota dalam suatu lembaga agar berjalan dengan efektif. 
Prosedur Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dapat dilalui 
dengan dua cara yaitu melalui pegawai front office atau langsung 
melalui pegawai back office. Adapun pelayanan yang melalui 
pegawai front office seperti pelayanan legalisir ijazah, pelayanan 
rekomendasi pendirian madrasah, mutasi siswa, dan lain sebagainya. 
sedangkan pelayanan yang langsung melalui pegawai back office 
seperti pendaftaran haji dan umrah, pencairan dana Bantuan 
Operasional Prosedur (BOP), dan lain-lain. 
 





































1. Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kantor Kementerian 
Agama Kabupaten Mojokerto cukup baik dan efektif. Dengan 
mekanisme layanan yang ada di Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kantor 
Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto berhasil memberikan 
layanan yang cepat, transparan, serta no pungli, dengan sistem dan 
prosedur yang jelas. Pelayanan Terpadu Satu Pintu telah memberikan 
pelayanan yang memudahkan dan memberikan kepastian kepada 
masyarakat atas pelayanan yang diterima. 
2. Kualitas pelayanan front office di Kantor Kementerian Agama 
Kabupaten Mojokerto berdasarkan lima dimensi yaitu reliability, 
responsiveness, assurance, empathy, dan tangible dapat dikatakan baik. 
Karena front office mampu memberikan kemudahan pelayanan, 
memberikan respon yang baik, memberikan jaminan ketepatan waktu, 
yang didukung dengan sarana prasarana yang cukup memadai di 
Pelayanan Terpadu Satu Pintu. 
3. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kualitas pelayanan di Kantor 
Kementerian Agama yaitu sumber daya manusia yang handal serta dapat 
bekerja sama dengan baik, sarana prasarana yang memadai dan standar 
operasional prosedur yang jelas. Pegawai front office sebagai sumber 
daya manusia yang dimiliki oleh PTSP dapat bekerja sama, mampu 
 




































menguasai sarana prasarana dan teknologi yang digunakan dalam 
pelayanan dan memahami standar pelayanan prosedur yang ada. Namun 
teknologi yang digunakan terkadang dapat menghambat pekerjaan front 
office dalam melakukan pelayanan di PTSP. 
B. Saran 
Dari hasil penelitian yang peneliti lakukan terkait kualitas pelayanan 
front office dalam penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu di Kantor 
Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto, maka tanpa mengurangi rasa 
hormat peneliti memberikan saran dengan harapan agar adanya perbaikan 
ke arah yang lebih baik lagi. 
1. Untuk Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto 
Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto perlu meningkatkan 
dan menambah sarana dan prasarana yang ada di PTSP, agar dapat 
memberikan pelayanan yang maksimal. Misalnya dengan menambah 
tempat arsip dokumen, memperbaiki jaringan WIFI yang digunakan 
pada setiap seksi agar dapat memberikan pelayanan yang maksimal, 
menangani dengan cepat alat printer maupun alat scan yang rusak, 
menambahkan standar operasional prosedur atau alur pelayanan yang 
dapat dilihat oleh masyarakat. Selain itu, Kantor Kementerian Agama 
Kabupaten Mojokerto perlu menambah tempat duduk untuk masyarakat 








































2. Untuk penelitian selanjutnya 
Pada penelitian ini terfokus pada kualitas pelayanan front office terkait 
pelayanan legalisir ijazah di Kantor Kementerian Agama Kabupaten 
Mojokerto, sehingga saran untuk peneliti selanjutnya diharapkan dapat 
meneliti terkait pengembangan kompetensi pegawai front office di 
Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto.  
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